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ABSTRAKSI

FALARIA DJUNAIDI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Klum Universitas Brawijaya, Agustus
2011, Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Olehrfetasor Terhadap Franchisee
Yang Wanprestasi (studi di P.T. Kota Jaya Malang)drati, S.H., M.S.; Djumikasih,
S.H.,M.Hum.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena pesa perkembangan dunia bisnis di
Indonesia dimana pelaku usaha saling berlomba-lommbtuk memperoleh keuntungan
semaksimal mungkin dengan membuka berbagai usahs lselah satunya dengan sistem bisnis
waralaba. Kenyataannya dalam pelaksanaan perjamgesaba masih terdapat salah satu pihak
yang melanggar isi dari perjanjian waralaba tersgamu pihakfranchiseeyang sering terlambat
membayaroyalty feehingga tidak dibayarnyayalty fee,selain itu memindahkan tempat usaha
tanpa ijin tertulis kepada pihdkanchisor serta melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam system waralaba, kapsmmasalahan inilah pihak penerima
waralabaffanchise¢ dikatakan wanprestasi yang menyebabkan terjageyautusan perjanjian
waralaba olelfranchisor.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanhagkiukum pemutusan perjanjian
waralaba olehfranchisor terhadapfranchiseeyang wanprestasi dan upaya yang dilakukan
franchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat pemutusan pgga waralaba terhadap
franchiseeyang wanprestasi. Jenis penelitian adalah yuenipiris dan metode yang digunakan
dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. Tekpdngumpulan data dengan cara wawancara
dan studi kepustakaan, kemudian seluruh data ydaglianalisis dengan menggunakan metode
analisis data secadeskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahakabat hukum dari pemutusan
perjanjian waralaba yaitu berakhirnya perjanjiataem kedua belah pihak sehingga hapuslah
semua hak dan kewajiban dari para pihak tersebutpdrakhirnya hakanchiseeni masih ada
pihak penerima waralaba yang masih melakukan Ilagiadejenis, serupa dan masih
menggunakan sistem waralaba milienchisor, selain itu berakhirnya perjanjian waralaba ini
berdampak pada nama baik pemilik merek Bakso KataMan (P.T Kota Jaya Malang). Upaya
yang dilakukan olekhfranchisor melalui jalur non litigasi yaitu mengupayakan peegaian
masalah dengan jalan musyawarah/mufakat sehingig@atkan kata damai dalam penyelesaian
tersebut.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka P.®takKJaya Malang perlu melakukan
seleksi ketat terhadap pihak penerima waraltbachise¢ yang benar-benar telah terkualifikasi
dengan baik sehingga tidak akan terjadi lagi setagketara pihak pemberi waralalb@qchisor)
dengan pihak penerima waralabfealichise¢ yang dapat menimbulkan pemutusan perjanjian
waralaba sebelum masa berakhirnya perjanjian weaala



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesatnya perkembangan dunia usaha dan industrddnésia saat ini membawa dampak
yang sangat besar dalam dinamika bisnis negaraKmdisi perekonomian serta tuntutan
menuju pasar bebas dunia menjadikan para pengssaiihg berlomba dalam mengembangkan
usahanya. Berbagai terobosan dan bentuk kerjasamgalo dilakukan oleh pelaku usaha di
berbagai sektor. Salah satu bentuk terobosan yaatgrs banyak menjadi bahan perbincangan
adalah kerjasama dagang dalam bentuk waralaba.lAaréerasal dari kata “wara” artinya
lebih dan “laba” artinya untung. Dari arti secaeaftah tersebut dapat diketahui bahwa waralaba
merupakan usaha yang memberikan untung tebih

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah R&RId.ahun 2007 tentang Waralaba:

” Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki olehngrgerseorangan atau badan usaha

terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalagka memasarkan barang dan/atau

jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dinzdkéa dan/atau digunakan oleh pihak
lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Seringkali waralaba disamakan dengan lisensi, mddatduanya berbeda. Pada lisensi
hanya memberikan ijin untuk menggunakan hak kekayailektual tertentu saja, sedangkan
pada waralaba lebih luas daripada lisensi. Hatlisebabkan pada waralaba didalamnya antara
lain ada lisensi penggunaan hak kekayaan intelekfarag disertai dengan suatu sistem kerja,

ketrampilan, pengalaman dan berbagai sistem pedaygang dimilikinya. Bisnis waralaba ini

didasarkan atas suatau perjanjian, yaitu perjarj@asama antara pemberi waralaba dengan

! Richard.B.Simatupang, S.lspek-aspek Hukum dalam Bisrneka Cipta, Jakarta,1992, hal72.



penerima waralaba. Secara umum, yang dimaksud ddérageciséwaralabaadalah pemberian
hak olehfranchisor kepadafranchiseeuntuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri peingena
bisnis dibidang perdagangan/jasa berupa jenis grddn bentuk diusahakan termasuk identitas
perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaamggwean rencana pemasaran serta
pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam ope@sipakaian, dan penampilan karyawan)
sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisgiand/jasa milikKranchiseesama dengan
kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik ddgamzhisor.

Dari kedua pengertian di atas, tentu ada dua pilad&m perjanjian waralaba ini, yaitu
pemberi waralabafranchiso) dan penerima waralab&gnchise¢. Pemberi waralaba menurut
Peraturan Menteri Perdagangan Rl No.31/M-DAG/PERI83 tentang Waralaba yaitu:

“Pemberi waralaba adalah orang perseorangan a@anhbasaha yang memberikan hak

untuk memnfaatkan dan/atau menggunakan waralabz giamlikinya kepada penerima

waralaba”.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pé¢aheRh No.42 Tahun 2007 tentang
Waralaba adalah:

“Penerima waralaba adalah orang perseorangan atlanthusaha yang diberikan hak oleh

pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau meaggn waralaba yang dimiliki

pemberi waralaba”.
Pada dasarnya waralaba merupakan suatu bentuktftmsras dimana pihak pertama yang
disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang disdlarnchisee untuk
mendistribusikan barang dan atau jasa kepada karsubalam perjanjian waralaba tercantum
ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban masasing pihak. Keseimbangan hak dan

kewajiban ini sangat perlu diperhatikan oleh masmaging pihak karena pada pokoknya

> Gunawan WidjayaSeri Hukum Bisnis, Lisensi atau WaralaBajawali Press, Jakarta, 2001, hal 4.



penerima waralaba maupun pemberi waralaba bisaapatican keuntungan lebih jika hak dan
kewajiban tersebut diwujudkan bersama-sama.

Salah satu kewajibarfrranchisor yaitu memberikan lisensi kepadeanchisee untuk
melakukan usaha pendistribusian barang dan jasmwlah nama identitaSanchisor dalam
wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalanlesua prosedur dalam cara yang ditetapkan
franchisor Franchisor memberikan bantuan agsistance terhadap franchisee. Sebagai
imbalannyafranchiseewajib membayar sejumlah uang berdgnchise feelanroyalty fee

Perjanjian Waralaba(anchise Agreemenmemuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan
komitmen yang dibuat dan dikehendaki ole&nchisor bagi parafranchiseenya. Di dalam
perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitamgan hak dan kewajibdnanchiseedan
franchisor, misalnya hak teritorial yang dimilikfranchisee persyaratan lokasi, ketentuan
pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan dtahchiseekepadafranchisor, ketentuan
berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan pgmpgannya dan ketetentuan lain yang
mengatur hubungan antdranchiseedengarfranchesor

Dari inilah pemerintah Indonesia turut campur dalaengawasi keseimbangan antara hak
dan kewajiban para pihak dengan mengeluarkan Pamatemerintah Nomor 42 tahun 2007
tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 4tt@007 tentang Waralaba merupakan
acuan bagi para pihak dalam pembuatan perjanjiaralai® karena perjanjian waralaba
merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh masiaging pihak dimana perjanjian yang
dibuat ini akan menjadi undang-undang bagi yang buatmya dan ada sanksi bagi siapapun
yang tidak memenuhi prestasinya.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 200htekvaralaba pasal 4 ayat 1 bab Il

mengenai perjanjian waralaba disebutkan “waralalsel@hggarakan berdasarkan perjanjian



tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerimals@ dengan memperhatikan hukum
Indonesia”. Dan pada pasal 5 disebutkan Perjaljlaralaba memuat klausula paling sedikit:

“a. Nama dan alamat para pihak;b. Jenis Hak Kekayatelektual;c. Kegiatan Usaha;d. Hak
dan kewajiban para pihak;e. Bantuan, fasilitas bmgan operasional, pelatihan, dan pemasaran
yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerimaldar;f. Wilayah usaha;g. Jangka waktu
perjanjian;h. Tata cara pembayaran imbalan;i. Keldean, perubahan kepemilikan, dan hak
ahli waris;j. Penyelesaian sengketa;dan k. Tata parpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan
perjanjian.

Dari Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007angnWWaralaba inilah para pihak
berpedoman dalam pembuatan suatu perjanjian, sghinEerjanjian waralaba tersebut
merupakan salah satu aspek perlindungan hukum &gpae pihak dari perbuatan merugikan
pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian aamenjadi dasar hukum yang kuat untuk
menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak.stikeh satu pihak melanggar isi perjanjian,
maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang mgglar tersebut sesuai dengan hukum yang
berlaku. Seperti perjanjian pada umumnya ada kekioag terjadi wanprestasi di dalam
pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi téwgdita salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjiaralaba. Jika karena adanya wanprestasi,
salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yhngikan tersebut dapat menuntut pihak
yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kemgala Kemungkinan pihak dirugikan
mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk peulngéin hukum yang diberikan oleh hukum
positif di Indonesia.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangerupakardas sollenyang

harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian labe Jika para pihak mematuhi semua



peraturan tersebut, maka tidak akan muncul masddém pelaksanaan perjanjian waralaba.
Akan tetapi sering terjadias seirmenyimpang darlas sollen

Penyimpangan ini sering terjadi dalam pelaksanaajamian itu sendiri , hal-hal yang
sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yan@lsutisetujui bersama tidak dipenuhi oleh
salah satu pihak sehingga pihak yang lain meras@iklan. Adanya wanprestasi antara pihak
penerima waralaba dengan pihak pemberi waralalbghimnenyebabkan pemutusan perjanjian
waralaba sebelum waktu perjanjian waralaba terdegmatkhir, sehingga timbullah akibat hukum
dari pemutusan perjanjian tersebut.

Salah satu waralaba lokal terkemuka saat ini \&atkso Kota Cak Man dan berkedudukan
di kota Malang yaitu di Jalan WR,Supratman C1 KE314, Malang yang merupakan kantor
pusat Bakso Kota Cak Man. Pada awal mula tahun B288o Kota Cak Man tidak memiliki
nama yang sekarang telah dikenal oleh masyara&st hertama kali pemilik hanya menjajakan
baksonya keliling kota Malang. Ternyata dari haséndorong gerobaknya inilah banyak
masyarakat yang menyukai bakso buatannya, karehhamminat masyarakat dan keuntungan
yang didapat dari berjualan baksonya, kemudian I[gemmulai memberanikan diri membuka
gerai yang awal mulai ditawari oleh seseorang umbgkempati lahan milik negara disebelah
kanan Kantor Kecamatan Blimbing, Malang. Pemilikpnemberi nama dispanduknya dengan
tulisan “Warung Bakso” yang beroperasi pada tam@861Dari tempat itulah nama Bakso Kota
Cak Man mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Ktaéang. Dan pada tahun 2001 pemilik
mengajukan permohonan hak merek terhadap dagarsatengan nama “Bakso Kota Cak
Man” kepada instansi yang berwenang. Pada tahuk 28€ara resmi Dirjen HAKI, Departemen

Kehakiman dan HAM menerbitka Sertifikat Merek taalgh4 Maret 2002 No.J00-01-04385.



Reputasi yang baik yang dimiliki oleh Bakso Kotek@&an membuat saudara Noercholis,
pegawai Dirtjen Pajak Departemen Kuangan Jakartarite membuka beberapa cabang di
Jakarta pada tahun 2004-2005 dan sekaligus seliagsultan manajemen pengembangan
usaha. Oleh karena jarak yang begitu jauh sehikggainikasi tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan, akhirnya pada tahun 2006 kerjasamealetslihentikan dan diganti oleh saudara
Drs.gatot Sujono, M.A, mantan pegawai Dirtjen Anmggadan pengajar tidak tetap pada BPLK,
Departemen Keuangan yang sekarang berprofesi setzgn STIE Malangkucecwara,Malang.
Setelah mencermati perkembangan dan prospek us&ba pang sangat diminati dan digemari
oleh masyarakat, maka pendiri mulai mengembangkaksd Kota Cak Man dengan sistem
waralaba. Permintaan dari calon penerima waraletveakin banyak, melihat respon masyarakat
tersebut akhirnya Bakso Kota Cak Man resmi menjadha waralaba. Hal ini setelah dilakukan
pembenahan manajemen dan sekaligus untuk menjaemgembangan usaha dalam format
waralaba ffanchising, pada bulan Februari 2007 pendiri Bakso Kota ®@&n mendirikan
badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (RDardenama PT. Kota Jaya yang
berkedudukan di Kota Malang. Hingga kini sudah lekdirang lebih 67 buah outlet Bakso
Kota Cak Man di berbagai kota di Indonesia. Walaujpunlah outlet Bakso Kota Cak Man yang
berada di beberapa daerah di Indonesia relatifdladgn sangat signifikan perkembangannya,
namun terdapat beberapa kasus yang dapat dijagidajaran dimasa yang akan datang. Kasus
yang sering terjadi biasanya bersumber dari ketndekpuanfranchiseeuntuk pengawasan
terhadap kualitas kontrol dan manajemen nftaachiseyang dapat menimbulkan keuntungan
yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Bermacam-macam bentuk wanprestasi yang dilakukéeh penerima waralaba

diantaranya yaitu tidak dibayarnya biaya waral&@pat pada waktunya; melakukan hal-hal yang



dilarang dilakukan oleh seorang penerima waralgtmchisee); memindahkan tempat usaha
waralaba tersebut ketempat lain tanpa persetujeesra tertulis oleh pihak pemberi waralaba;
serta melakukan pelayanan yang tidak sesuai dekgtntuan yang diatur dalam system
waralaba yang merusak merek/produbari wanprestasi yang dilakukan ofeanchiseeinilah
akan muncul suatu permasalahan antara pihak pemi@ealaba dengan pihak penerima
waralaba, jika permasalahan ini tidak dapat disétas walaupun pihak pemberi waralaba telah
memberikan teguran serta surat peringatan kepduak ppenerima waralaba maka pemberi
waralaba terpaksa harus menutup odtketchiseedan memutuskan perjanjian waralaba mereka

sebelum masa berakhirnya perjanjian waralaba.

Berdasarkan uraian di atas serta memperhatikascdB#lota Cak Man sebagai usaha
makanan siap saji yang memiliki nilai keuntungamggi, baik franchisor maupunfranchisee

maka penulis ingin meneliti tentang:

“Kerugian Franchisor Dari Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Terhadap
FranchiseeYang Wanprestasi

Dari penjelasan yang dikemukakan tersebut menuajuldiahwa bisnis waralaba sangat
rentan akan terjadinya suatu permasalahan daamem yang telah disepakati oleh para pihak,
sehingga bisnis waralaba ini menarik untuk ditelenelitian yang bertemakan tentang
PerjanjianFranchisesudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulbagaimana yang tersebut

dalam tabel berikut ini:

Tabel |

3 Field Note tanggal 28 Februari 2011, wawancaraspraei dengan Novi Ayu Siswanti, Staff Keuangdhkdta
Jaya. Menurut Novi dalam wawancara pra survei yditakukan oleh peneliti, mengemukakan bahwa sebagia
besar kegagalan dari bisnis penjualan bakso k&taea ini disebabkan kurangnya kemampfranchiseedalam
menguasai sistem kerja waralaba tersebut sehirgrgampak langsung pada hasil penjualan bakso kétanan.



Orisinalitas Penelitian

Nama/Nim Fakultas/Universitas Judul Keterangan/Tema
Guruh Fakultas Hukum/ Analisa Penelitian ini
Raditya Universitas Normatif membahas tentang
Warman/ Muhammadiyah Perlindungan | isi dari perjanjian
C.100.020.276| Surakarta Hukum Bagi | Ayam Bakar Wong

Para Pihak Solo mengenai hak
Dalam dan kewajiban
Perjanjian masing-masing
Waralaba pihak serta

perlindungan
hukum bagi pihak
Ayam Bakar Wong
Solo dalam hal
wanprestasi jika
ada keterlambatan
dalam pembayarar
royalty serta
penyelesaian
sengketa dalam
perjanjian
franchisetersebuft

Sumber: Data Sekunder, diolah.
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitiag y&an dilakukan ini, pada penelitian ini
akan dibahas tentang akibat hukum pemutusan penamjaralaba oleliranchisor terhadap

franchiseeyang wanprestasi, selain itu juga membahas menggaga yang dilakukan oleh

* Guruh Raditya Warman, 2008\nalisa Normatif Perlindunga Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian
Waralaba, (onling), http://guruhradityawarman.blogspot.com/2009/&aahormatif-perlindungan-hukum-bagi-
para-pihak-dalam-perjanjian-waralaba.html, (19 M&@l11). Menurut Guruh Raditya Warman dalam skmnipesi
yang berjudul Analisa Normatif Perlindungan HukumgBPara Pihak Dalam Perjanjian Waralaba, peneitian
dilakukan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo mekam salah satu bisnis waralaba di Surakarta, Rumah
makan ini sekarang telah memiliki puluhan cabandatam dan di luar Surakarta. Di dalam perjanjiamalaba
Rumah makan ayam bakar wong Solo sering terjadprestasi. Adanya kemungkinan dilakukannya wanpsesta
oleh penerima waralaba dan pemberi waralaba dat@janjian waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong
Solo. Wanprestasi dari pihakanchiseedapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba feqpda waktunya,
melakukan hal-hal yang dilarang dilakukiaanchisee melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengantkeie
yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lairan@festasi dari pihakanchisor dapat berbentuk tidak
memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem i@l berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak
melakukan pembinaan kepaétanchiseesesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membfanchisee
dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakaha waralabanya, dan lain-lain.




franchisordalam memperoleh ganti rugi akibat pemutusan pgaja waralaba atas wanprestasi
yang dilakukan olefranchisee
B. Rumusan Masalah
Berlatar belakang dari masalah-masalah diatas mekelitian skripsi ini membahas
tentang rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana akibat hukum pemutusan perjanjian weamalakeh franchisor terhadap
franchiseeyang wanprestasi?
2. Apa upaya yang dilakukafranchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat pemutusan
perjanjian waralaba terhad&pnchiseeyang wanprestasi?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dpaslitian hukum ini bertujuan
untuk:
1. Mendiskripsikan dan menganalisis akibat hukum pesan perjanjian waralaba oleh
franchisorterhadagranchiseeyang wanprestasi.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan ol&anchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat
pemutusan perjanjian waralaba terhafifapchiseeyang wanprestasi.
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalg&an hukum ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritik



Bagi akademis, dapat berguna bagi pengembangan hikkum dan ekonomi, khususnya

dalam bidang hukum bisnis yang dapat mendorongngkatan kinerja perusahaan dalam

rangka pengembangan usaha dalam konsep waralaba.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi perusahaan yang bergerak dibidagchise
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai geydinperlindungan hukum
sehinggga tumbuh sikap yang adil dan bertanggungbadalam menjalankan bisnis
franchiseserta gambaran sejauh mana peraturan perundaaggard mengatur tentang
bisnis franchiseini di indonesia dalam memberikan jaminan hukurpaki pihak yang
dirugikan akibat pemutusan perjanjian waralaba.

b. Bagi Pihak Penerima Waralald&@nchise¢
Sebagai masukkan dalam menjalankan bisnis waratsfangga franchisee dapat
memahami pentingnya menjalankan kewajiban darpésjanjian yang telah disepakati
bersama. Hal ini, dapat menumbuhkan suatu kerjayamg baik dan benar antara pihak
pemberi waralab&r@nchisol) dengan pihak penerima waralabraifchiseé.

c. Bagi pemerintah
Sebagai masukkan dalam penentuan kebijakan hukibrdadg ekonomi, khususnya
peraturan perundang-undangan yang berhubungan mlebgais franchise untuk
menciptakan perangkat hukum dan perlindungan kagi pihak dibidang bisnfsanchise

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas t@aarah mengenai penyusunan

laporan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sisédika penulisan yang terbagi dalam:



BAB|1: PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang |g@mu skripsi, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiangistematika penulisan.

BAB Il :  KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan mengenai kajian umum meng®raaturarfranchise
di Indonesia yang dijadikan sandaran dalam peagliffaitu:
a. Tinjauan Umum Tentangranchise
b. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
c. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

BAB Ill : METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai jenis Metode Patdakyang digunakan
peneliti dalam melakukan penelitian, Lokasi Peraglityang ditunjuk oleh
peneliti, Jenis dan Sumber Data yang didapat dpergiinakan oleh peneliti
dalam melakukan penelitian, Teknik Pengambilan DRtpulasi dan Sampel,
serta Definisi Operasional Variabel.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran uholasi penelitian,
pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek Rdta Jaya Malang,
pembahasan profil singkat responden penelitian, bpdiesan dan hasil
penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu mengéuzat hukum pemutusan
perjanjian olehfranchisor terhadapfranchiseeyang wanprestasi dan upaya
yang dilakukanfranchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat pemutusan

perjanjian waralaba terhad&pnchiseeyang wanprestasi.



BABV: PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari selliagil dan pembahasan dari
bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi ydrayapkan dapat

menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pilmlsuksnya pihak-pihak
yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Franchise
1. Sejarah Franchise

Franchise pertama kali dimulai di Amerika oleh Singer SewiMpachine Company,
produsen mesin jahit Singer pada 1851. Pola ituukigam diikuti oleh perusahaan otomotif
General Motor Industry yang melakukan penjualandkeman bermotor dengan menunjuk
distributorfranchisepada tahun 1898. Selanjutnya, diikuti pula oletupghaan-perusahaan soft
drink di Amerika sebagai saluran distribusi di A&hdhegara-negara lain. Sedangkan di Inggris
franchisedirintis oleh J Lyons melalui usahanya Wimpy anoldén Egg pada dekade 60-an.
Franchisesaat ini lebih didominasi olefranchiserumah makan siap saji. Kecenderungan ini
dimulai pada tahun 1919 ketika A&W Root Beer mendubstaurant cepat sajinya. Pada tahun
1935, Howard Deering Johnson bekerjasama dengand&&&prague untuk memonopoli usaha
restauran modern. Gagasan mereka adalah membiaddaman mereka untuk mandiri
menggunakan nama yang sama, makanan, persedigandém bahkan membangun desain
sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran.

Dalam perkembangannya, sistem bisnis ini mengalerbagai penyempurnaan terutama
di tahun 1950-an yang kemudian dikenal menjadnchise sebagai format bisnisbsiness
forma) atau sering pula disebut sebadeanchise generasi kedua. Perkembangan sistem
franchiseyang demikian pesat terutama di negara asalnyam&8yebabkafranchisedigemari
sebagai suatu sistem bisnis diberbagai bidang usadracapai 35 persen dari keseluruhan usaha

ritel yang ada di AS.



Di Indonesiafranchise dikenal sejak era 70-an ketika masuknya Shakeg, H$-C,
Swensen dan Burger King. Perkembangannya terliragat pesat dimulai sekitar 1995etelah
itu, usahafranchise mengalami kemerosotan karena terjadi krisis mond®ara penerima
franchiseasing terpaksa menutup usahanya karena nilailru@ag terperosok sangat dalam.
Hingga 2000 franchiseasing masih menunggu untuk masuk ke Indonesiaittiaisebabkan
kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil ddan dengan perseteruan para elit politik.
Setelah krisis moneter mulai mereda, bigrsichisemulai tumbuh kembali dan pada saat itu
bisnisfranchiselokal mengalami perkembangan yang sangat pesatchisedapat berkembang
dengan pesat karena metode pemasaran dan jugaakemuparana pengembangan usaha ini
digunakan oleh berbagai jenis bidang usaha, mekbran, bisnis ritel, salon rambut, photo,
hotel,dealermobil, dan sebagainya.

Salah satu contoh usaftanchiselokal yang sedang berkembang di Indonesia yanagdaer
di kota Malang adalah Bakso Kota Cak Man yang daddtat dengan menyebarnyautlet-
outleinya di berbagai tempat.

2. PengertianFranchise

KataFranchisesebenarnya berasal dari bahasa Peraffcachir yang berarti bebas, atau
lebih lengkap lagi bebas dari perhambat®ee(form sevited. Dalam bidang bisnidranchise
berarti kebebasan yang diperoleh oleh seorang pahgwntuk menjalankan usahanya sendiri di
wilayah tertentu dan dalam bentuk tertentu. Di meRdaFranchiselebih dikenal dengan nama

waralaba, nama waralaba pertama kali diperkenadkeim Lembaga Pendidikan dan Pembinaan

°*Rohaya MulianaFranchise(online), Makalah, http://www.google.com, diakses 12 Februa#l011 (diolah)
® Richard.B.Simatupang, S.H\spek-aspek Hukum dalam Bisrneka Cipta,Jakarta, 1992, hal 56.




Management (LPPM). Waralaba berasal dari R&t&RA (lebih atau istimewa) dahABA .
Waralaba berarti usaha yang memberikan laba lehihistimewa
Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudalatduamemiliki ciri mengenai bisnis di
bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produkbéntuk yang diusahakan, identitas
perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termaskkiapa dan penampilan karyawan
perusahaan, rencana pemasaran dan bantuan opafesion
Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nat2dahun 2007 tentang Waralaba:
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh graerseorangan atau badan usaha
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha datamgka memasarkan barang
dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dantddipganfaatkan dan/atau digunakan
oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.
Menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Pendgga Republik Indonesia
No0.269/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentKetentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan
Pendaftaran Usaha Waralaba:
“Waralaba franchisg adalah perikatan dimana salah satu pihak diberiiak untuk
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayasektual atau penemuan
atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain demgsuatu imbalan berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebugndaangka penyediaan dan atau
penjualan barang dan atau jasa”.
Sebagai format bisnfsanchisememiliki beberapa definisi, yaitu:
Menurut Internasional Franchise Association
“A franchise operation is a contractual relationphibetween the franchisor and
franchisee in which franchisor offers or is obligedmaintain a continuing interest in
the business of the franchisee in such areas asvkmov and training;whereini the
franchisee operates under a common trade name,atoamd/or procedure owned or

controlled by the franchisor, and in which the fcarsee has or will make a substansial
capital investment in his business from own resesirc

Barly HaliemMengembangkan Bisnis Tanpa Mad&bntan, hal 7.
Rooseno Hardjowidigdd?erspektif Pengaturan Perjanjian Franchiddakalah Pertemuan limiah Tentang
Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekpdakairta : BPHN, hal 5.

Pengertid&ranchisedari berbagai negararfline), www.waralaba.com, diakses 20 Februari 2011.




Menurut British Franchise Associatidn

“A contractual license granted by one person (thran€hisor) to another (the
franchisee) which:

Permits or requires the franchisee to carry on, idgrthe period of the franchise, a
particuler business under or using a specifik ndranging to or associated with the
franchisor; and

Entitles the franchisor to exercise continuing eohtluring the period of the franchise
over the manner in which franchisee carries ontibsiness which is the subject of the
franchise; and

Obliges the franchisor to provide the francxhiseghvassitence in carrying on the
business which is the subject of the franchiserdiation to the organization of the
franchisee’s business, the training of staffmercdhising, management or otherwise);
and

Requires the franchisee periodically, during therigee of franchise, to pay the
franchisor sums of money in consideration for ttadhise, or for goods or services
provided by the franchisor to the franchisee; and

Which is not transaction between a holding compamy its subsidiary (as defined in
section 736 of the Companies Act 1985) or betweesidiares of the same holding
company, or between an individual and company odiett by him.”

Menurut British Franchise Association BFA mendesiikan franchisesebagacontractual

licenseyang diberikan oleh satu orarfgafichisor) kepihak lain franchise¢ dengan:

1. Mengizinkan franchiseeuntuk menjalankan usaha selama peri@@d@chiseeberlangsung
suatu usaha tertentu yang menjadi milignchisor

2. Franchisorberhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjldraa perioddranchise

3. Mengharuskarfranchisor untuk memberikan bantuan paftanchiseedalam melaksanakan
usahanya sesuai dengan subjenchiseenya (berhubungan dengan pemberiasn pelatihan,
merchandisingmanajemen atau yang lainnya).

4. Mewajibkanfranchiseeuntuk secara periodik selama perioflianchise berlangsung untuk
membayar sejumlah uang sebagai pembayaranfratashise atau produk atau jasa yang

disediakan olelfranchisorkepaddranchisee

19 ipid



5. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan irch#i{g company dengan cabangnya
atau antara cabang dari perusahaan induk yang s#aoa atau antara individu dengan
perusahaan yang dikontrolnya.

Menurut Henry Campbell Blackranchise merupakan suatu keistimewaapreferenj
yang diberikan oleh pemerintah terhadap individaugberusahaan untuk melakukan sesuatu
yang belum merupakan hak dari setiap warga nEg@samping itu, waralaba juga merupakan
keistimewaan atas suatu penjualan barang dandasana hak tersebut diberikan oleh pabrik
atau supplier kepada pengecer untuk menggunakaanyansesuai persyaratan yang ditentukan.
Dalam kaitannya dalam pemberian izin dan kewajijpamenuhan standar déranchisor, yang
akan memberikan bantuan pemsaran, promosi maupundoateknis lainnya agdranchisee
dapat menjalankan usahanya denga baik.

Franchiseguga menjalankan usahanya sendiri tetapi mempak@mmerek dagang atau
merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dacatatatau prosedur yang telah ditetapkan
olehfranchisor.Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tataataveprosedur yang telah
ditetapkan oleHfranchisor, bagi franchiseemembawa akibat lebih lajut suatu usdrenchise
adalah usaha yang mandiri, yang tidak mungkin diggkan dengan kegiatan usaha lainnya
(milik franchise@. Ini berarti franchisor menurut ekslusifitas, dan bahkan dalam banyak hal
mewajibkan terjadinyanoncompetition clausebagi franchisee bahkan setelah perjanjian
franchiseberakhir?.

Dari beberapa definisi diatas terdapat beberaparwudari bisnisranchise antara laif
1. Adanya minimal dua pihak, yaititanchisor danfranchisee Franchisor sebagai pihak yang

memberikan waralaba sementér@nchiseemerupakan pihak yang diberikan atau menerima
waralaba;

1 Black’s Law Dictionary Sixth Edition (T.tp: Minn West Publishing Co,1990), hal 658.
2. Gunawan Widjajal.isensi atau Waralab&.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 16.
'3 Ibid, hal 138.



2. Adanya penawaran peket usdranchisor,
3. Adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antar& fyarachisordengan pihakranchisee
4. Mempunyai unit usaha tertentoutlet oleh pihakfranchiseeyang akan memanfaatkan paket
usaha milikfranchisor,
5. Seringkali terdapat kontrak tertulis antara pifrakichisordan pihakranchisee
3. Bentuk-Bentuk Franchise

1. FranchiseFormat Bisnis

Pemberian lisensi oleh seoranganchisorPemberi Waralaba kepada pihak lain
franchiseéPenerima Waralaba, lisensi tersebut memberi halkda Penerima Waralaba untuk
berusaha dengan menggunakan merek dagang/namagd®gamberi Waralaba dan untuk
menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri ddtrige elemen yang diperlukan untuk
membuat seorang yang sebelumnya belum terlatirmddlisnis dan untuk menjalankannya
dengan bantuan yang terus menerus atas dasarydagaelah ditentukan sebelumnya.

2. FranchiseDistribusi Produk

Franchise model ini adalah bentuk waralafsahchise yang paling sederhana, dimana
franchisor memberikan hak kepadeanchiseeuntuk menjual produk yang dikembangkan oleh
franchisor yang disertai dengan pemberian izin untuk mendggamamerek dagang milik
franchisor Pemberian izin penggunaan merek dagang terséimrikéhn dalam rangka penjualan
produk yang dfranchisekan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan neagkng tersebut
biasanyafranchisor memperoleh suatu bentuk pembayarapalty di muka dan selanjutnya
franchisor memperoleh keuntungan (yang sering juga disebogateroyalty berjalan) melalui
penjualan produk yang diranchisekan kepaddranchisee Dalam bentuk yang sederhana ini,
franchise produk dan merek dagang seringkali mengambil lkekkagenan distributor atau

lisensi penjualan.

4. Perjanjian Franchise



4.1. Dasar Hukum Perjanjian Franchise

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan suatu perjaapatah “suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaateap satu orang atau lebih. Pengertian
tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleBubekti, yaitu “suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepaaiagolain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu HaMenurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah
“suatu persetujuan dengan mana dua orang atau Isslimg mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekay&a dalam Pasal 1319 KUH Perdata
menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempumaiusnama khusus, maupun tidak terkenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peratgratdpan umum, yang termuat di dalam bab
ini dan bab yang lalu”.

Perdagangan dengan menggunakan konsep waralalmguiibatas dasar perjanjian, yaitu
antara Pemberi Waralaba sebagai pemberi hak dagriP@nWaralaba sebagai penerima hak.
Perjanjian waralaba selain berkaitan dengan P&d&l KUH Perdata, dan berkaitan pula dalam
Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnyanpanadan Pasal 1338 KUH Perdata
mengenai asas kebebasan berkontrak yang menyatzama setiap orang bebas untuk
membuat perjanjian dan bebas menentukan isi swajanfan asal tidak bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.irkidderarti, KUH Perdata memberikan
kebebasan kepada para pihak yang mengadakan merjamtuk menentukan isi perjanjian
dengan syarat tidak bertentangan dengan undangigh@susilaan dan ketertiban umum.

Di dalam suatu perjanjian terdapat hubungan-hubungeng terjalin antara para pihak.

“Hubungan hukum itu tercipta dari tindakan hukunmganenimbulkan hubungan hukum dan

14" R.SubektiHukum PerjanjianIntermasa, Jakarta, 1987, hal 1.
15 Abdulkadir Muhammadiukum PerikatanPT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 78 ¢glitnya disebut
dengan Abdulkadir I1).



melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Satu plekhak memperoleh prestasi sedangkan
pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestisital ini menuntut perhatian keterlibatan
hukum dalam upaya memberikan kerangka jaminanngemtigan masing-masing pihak.

Di dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dapat tesjztu perselisihan antara para pihak
yang disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melm@nestasi. Prestasi adalah "sesuatu yang
wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan¥enurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah
memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak besbsaatu maka, apabila salah satu pihak tidak
memenuhi prestasi maka ia dinyatakan wanprestaper® yang dikemukakan oleh Abdulkadir
Muhammad, wanprestasi ialah "tidak memenuhi sesyahg diwajibkan seperti yang telah
ditetapkan dalam perikatali” Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugildapat
memberikan sommatie (teguran) kepada pihak yang telah wanprestasi. S@nrberarti
peringatan agar debitur melaksanakan kewajibanesyaas dengan teguran/pernyataan kelalaian
yang telah disampaikan kreditur kepaddily®enyelesaian perselisihan di Indonesia biasanya,

dilakukan dengan musyawarah/mufakat sebagai kittang timur=°

.Bila suatu perselisihan
tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakabka para pihak menyerahkan
perkaranya kepada lembaga peradilan, dalam haladslah Pengadilan Negeri sebagai
pengadilan tingkat pertama. Selain penyelesaianalmelembaga peradilan, dapat juga
diselesaikan di luar pengadilan melaidiernative Dispute Resoluticslengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian gahg dilakukan secara damai atau dapat pula

diselesaikan melalui badan arbitrase.

6 'M.Yahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjiaf.T.Alumni, Bandung, 1986, hal 7.

17 Abdulkadir MuhammadiHukum Perdata Indonesi&itra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 201. (Selanya
disebut Abdulkadir I11)

18 \bid, hal 203.

9 M.Yahya Harahapp.cit, hal 62.

HR. Daeng NajaRengantar Hukum Bisnis IndonesRustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 105.



Kata yuridis yang diidentikkan dengan hukum dapartétan secara umum berkaitan
dengan kaidah, peraturan-peraturan, tata aturdntbeulis maupun yang tidak tertulis yang
mengatur hubungan anggota masyarakat. Secarasyursdiha waralaba diatur dalam PP No. 16
Tahun 1997 tentang Waralaba yang telah dicabutdgmmtikan dengan PP No. 42 Tahun 2007
tentang Waralaba. Selain itu perjanjian waralalga jiatur dalam hukum positif Indonesia yang
bersifat umum, dasar hukum perjanjian waralabaahdstbagai berikdt:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentarglsm
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 20 pasal.-#dlyang diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini meliputi pengertian waralaba, para pihak dafmranjian waralaba, kriteria usaha yang dapat
diwaralabakan, perjanjian waralaba, obyek dalamjapgan waralaba mengutamakan
penggunaan produk-produk lokal, kewajiban pembearalaba, keterangan-keterangan yang
harus disampaikan pemberi waralaba kepada penewaralaba, pendaftaran prospektus
waralaba, pendaftaran perjanjian waralaba, benémgg@yasan dari pemerintah, sanksi-sanksi,
serta pendaftaran usaha waralaba di DepartememdBstiian dan Perdagangan.
b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 31/M-DA®RRBE2008 tentang Penyelenggaraan
Waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan ini terdiri atas &l Hal-hal yang diatur didalam Peraturan
Menteri Perdagangan yang meliputi: ketentuan unkuiteria dan ruang lingkup waralaba, Surat
Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), kewenangan lp@ameiSTPW, tatacara pendaftaran,
pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi, katedén lain-lain serta ketentuan peralihan.

c. Hak Cipta

2L Munir Fuady,Pembiayan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum iBjsBitra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
hal 147-155.



Hak cipta merupakan hak yang melindungi karya-kalipgdang seni dan sastra termasuk pula
program komputer. Hak Cipta Menurut Undang — Undsogior 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayatl
menyebutkan:
“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta gt@anerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijinkuittu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundamgam yang berlaku”.
Hak Milik Industri meliputi :
1. Merek
Merek merupakan tanda pengenal suatu barang atawgeg di gunakan oleh para pengusaha
untuk menjalankan usahanya. Pengertian merek daéemal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001:
“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-hangka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilkyad pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

2. Informasi Rahasia Dagang.

Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya mendapgikdindungan oleh Negara baik
pengolahan bahan baku, penjualan maupun cara mduoksio suatu barang. Bentuk
perlindungan yang diberikan oleh Negara disebutgdenRahasia Dagang, agar kerahasiaan
yang dimiliki oleh pelaku bisnis tidak diketahueblmasyarakat umum. Undang-undang Nomor
30 Tahun 2000 pada Pasal 1 ayat 1 memberikan gemgntang Rahasia Dagang yaitu:

“Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidangknologi dan/atau bisnis,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatusaha, dan dijaga



kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, sedangkk Rahasia Dagang adalah hak
atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undadayig ini”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tah0@ @&htang Lingkup Rahasia Dagang
meliputi metode produksi, metode pengolahan, mepmigualan atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekamodan tidak diketahui oleh masyarakat
umum.

Jadi disini usaha waralaba berkaitan dengan hdk ggng terdiri atas merek, paten dan
rahasia dagang. Karena usaha waralaba ini mengaanaik dari pemberi waralaba sehingga
dari penggunaan izin merek dan rahasia dagangbtdrsmaka penerima waralaba wajib
membayaroyalty atas hak cipta tersebut.

3. Peraturan-peraturan lainnya;
a. Ketentuan Hukum Administratif;
b. Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan;
c. Hukum Pajak;dan
d. Hukum Industri bidang tertentu.

4.2. Unsur-unsur Perjanjian Franchise

Ada beberapa unsur dalam suatu perjarfji@mchise yaitu:*?

1. Adanya suatu perjanjian yang disepakati;

Perjanjian franchise dibuat oleh para pihak, yaitfranchisor dan franchisee yang
keduanya berkualifikasi sebagai subyek hukum, magebagai badan hukum maupun
hanya perorangan. Dalam penjanjfaanchisetersebut perlu adanya kata sepakat dari
kedua belah pihak, dimana perjanjian yang dibuah gbara pihak tersebut tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaanetiamitkan umum.

22 Gunawan Widjajal.isensi atau Waralab&T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 48.



2. Adanya pemberian hak dananchisor kepadafranchiseeuntuk untuk memproduksi
atau memasarkan produk dan atau jasa;
Dalam hal ini,franchiseeberhak atas penggunaan nama merek, cap daganggtan
serta memperoleh rahasia dagang yang dimiliki fyetchisor.

3. Pemberian hak tersebut terbatas pada waktu darateerfentu;
Dalam hal inifranchisormemberikan hak kepadi@nchiseeuntuk menggunakan nama
merek, cap dagang serta logo dari usaha nfilkchisor terbatas pada tempat dan
waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjfeanchiseyang telah mereka sepakati
bersama.

4. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentufdarchiseekepaddranchisor,
Dalam hal ini, pembayaran-pembayaran tersebut améam yaitu; pembayaran awal,
pembayaran selama berlangsungnya waralaba, perabays#as pengoperan hak
franchisekepada pihak ketiga, penyediaan bahan baku, daalatamasalah lain yang
belum tercantum dalam suatu perjanjian.

4.3. Asas-asas Pada Perjanjiafrranchise

Asas-asas didalam perjanjilanchiseyang dibuat oleh para pihak memuat beberapa asas

yaitu menurut Rooseno Harjowidagdo, menyarankanyadbeberapa asas:
1) Asas kebebasan berkontrak
Menurut asas kebebasan berkontrak setiap orang medagadakan perjanjian apa saja baik
perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang pmmaubelum diatur dalam undang-

undang. Hukum perjanjian itu menganut sistem teabdkmana pihak-pihak diberikan

% Juanijir SumardiAspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan TraiwsradsPT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, hal 47-48.



kebebasan mengadakan suatu perjanjian. Hal inarterm dalam Pasal 1338 ayat 1
KUHPerdata yang berbunyi :
“semua persetujuan yang dibuat secara sah beridagai undang-undang bagi yang
membuatnya”.
Maksud dari asas kebebasan berkontrak, bukan begadorang itu tidak ada batasnya sama
sekali melainkan kebebasan itu hanya sejauh pemapang dibuatnya itu tidak bertentangan
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundadgagan disebut dalam Pasal 1337

KUHPerdata.

2) Asas itikad baik
Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakuttamgan itikad baik. Asas itikad baik
yang subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad kalalam pengertian yang subyektif diartikan
sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan sepeabwatan hukum yaitu apa yang
terletak pada sikap batin seseorang pada waktakkadperbuatan hukum. Sedangkan itikad
baik dalam pengertian obyektif maksudnya bahwakgal@aan suatu perjanjian itu harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa yan@gkhrasesuai dengan yang patut dalam
masyarakat. Sehingga dalam usaha bisnis waralabaasing-masing pihak dapat saling
diuntungkan dan dengan adanya itikad baik dari &edhelah pihak, tentunya akan
memberikan keuntungan yang lebih bagi bisnis yaageka jalankan.

3) Asas Konsesnsual
Maksud asas ini adanya suatu kata sepakat darkengasmg membuat perjanjian tanpa diikuti

perbuatan hukum lain kecuali yang bersifat fornT@rhadap asas ini ada pengecualiannya



yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertemituk beberapa macam perjanjian dengan
ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitassefent, seperti misalnya perjanjian
penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerakishdilakukan dengan akta notaris,
perjanjian perdamaian harus diadakan tertulis. dadgan asas ini jika telah ada kata sepakat
dari masing-masing pihak, maka pada dasarnya penaersebut dianggap sudah ada.
4) Fairness(Keadilan)

Asas ini dimaksudkan agar perjanjidmanchise yang dibuat oleh masing-masing pihak
tersebut menempatkan posisi kesederajatan hukughagihbagi kedua belah pihak sehingga

terdapat suatu hubungan yang seimbang yang mefligimgpada posisi yang saling

menguntungkan.

5) Asas Kesamarataan dalam Hukum
Dengan asas ini, perjanjiiranchiseyang dibuat dapat memberikan hak dan kewajibag yan
seimbang badranchisordanfranchisee

6) Asas Pikul Bareng (Tanggung Bersama)
Asas ini sangat penting sekali karena dalam bmsaisalaba kerugian tentu akan ada, maka
diperlukan adanya pertanggung jawaban bagi masesiag pihak dikemudian hari jika
terjadi wanprestasi. Jadi perlu diperjanjikan dalparjanjianfranchise tersebut sehingga

kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bersderaan suatu perjanjian yang dulu
pernah disepakati bersama.

7) AsaslInformatieplicht
Dalam bisnis waralaba, pihakanchisor perlu memberikan informasi mengenai rahasia

dagang yang dimilikinya serta prospek kedepan bagha waralabanya tersebut sehingga

franchiseedapat dengan mudah menentukan keputusan apakab Wwaralaba yang dipilih



dapat memberikan keuntungan lebih atau tidak seeailiki masa bertahan yang lama
dalam bisnis tersebut.

8) AsasConfidential
Pada dasarnya asas ini mewajibkan para pihak umerhjaga kerahasiaan data-data atau
ketentuan-ketentuan yang dianggap rahasia, dak dig@rkenankan untuk memberitahukan

kepada pihak ketiga, kecuali undang-undang yangyhesrdakinya.

4.4 Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise
Pemberi waralaba menurut Peraturan Menteri Pendaga Rl No.31/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralalba yai
“Pemberi waralaba adalah orang perseorangan a@anhbasaha yang memberikan hak
untuk memnfaatkan dan/atau menggunakan waralabz giamlikinya kepada penerima
waralaba”.
Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Péamheffi No.42 Tahun 2007 tentang
Waralaba adalah:
“Penerima waralaba adalah orang perseorangan atlantusaha yang diberikan hak oleh
pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau mea§gao waralaba yang dimiliki
pemberi waralaba”.
Berikut adalah Hak dan Kewajiban Para Pihak DalangRjianFranchise yaitu:
4.4.1 Kewajiban dan HakFranchisor
Kewajiban Pemberi Waralaba®™

a. Memberikan segala macam informasi yang berhubund@amgan Hak atas Kekayaan
Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misadstem manajemen, cara penjualan atau

24 Gunawan widjajaQp.cit, hal 82.



penataan atau cara distribusi yang merupakan laistit khusus yang menjadi obyek
Waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba ybeghkdin tersebut;

b. Memberikan bantuan pada Penerima Waralaba pembibaabingan dan pelatihan kepada
Penerima Waralaba.

Hak Pemberi Waralaba®®

a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba;

b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atasngdekegiatan usaha Penerima Wralaba;

c. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja Penerimal&da guna memastikan bahwa
waralaba yang diberikan telah dilaksanakan sebagamestinya;

d. Sampai batas tertentu mewajibkan Penerima Wralab&al-hal tertentu, untuk membeli
barang modal dan atau barang-barang tertentu laidas Pemberi Waralaba;

e. Mewajibkan bagi Penerima Waralaba untuk menjagahesmiaan Hak atas Kekayaan
Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalistam manajemen, cara penjualan atau
cara distribusi yang merupakan karakteristik khysugy menjadi obyek waralaba;

f.  Mewajibkan agar Penerima Waralaba tidak melakulegiatan usaha yang sejenis, serupa,
ataupun yang secara langsung maupun tidak langdapgt menimbulkan persaingan
dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak ekay&an Intelektual, penemuan atau
ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cargugan atau penataan atau cara
distribusi yang merupakan karakteristik khusus yaegjadi obyek waralaba;

g. Penerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenigutalah yang dianggap layak olehnya;

h. Meminta dilakukan pendaftaran atas waralaba yaperitian kepada Penerima Waralaba;

i. Atas pengakhiran waralaba, meminta kepada Penéffammlaba untuk mengembalikan
seluruh data, informasi maupun keterangan yangalgie Penerima Waralaba selama masa
pelaksanaan waralaba;

]. Atas pengakhiran waralaba, melarang Penerima Weralatuk memanfaatkan lebih lanjut
data, informasi maupun keterangan yang diperoleh 8lenerima Waralaba selama masa
pelaksanaan waralaba;

k. Atas pengakhiran waralaba, melarang Penerima Waralatuk tetap melakukan kegiatan
usaha yang sejenis, serupa, ataupun yang secasutan maupun tidak langsung dapat
menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yangpergunakan Hak atas Kekayaan
Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalistam manajemen, cara penjualan atau
penataan atau cara distribusi yang merupakan laarstiét khusus yang menjadi obyek
waralaba;

.  Pemberi Waralaba, kecuali yang bersifat eksklusifak menghapuskan hak Pemberi
Waralaba untuk tetap memanfaatkan, menggunakan nagdaksanakan sendiri Hak atas
Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usalsalnya sistem manajemen, cara
penjualan atau penataan atau cara distribusi yasmgipakan karakteristik yang menjadi
obyek waralaba.

4.4.2 Kewajiban dan Hak Franchisee

Kewajiban Penerima Waralaba®

% |bid



Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan dhgmberi Waralaba kepadanya guna
melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penerateu ciri khas usaha misalnya
sistem manajemen, cara penjualan atau penataancataudistribusi yang merupakan
karakteristik yang menjadi obyek waralaba;

Memberikan keleluasaan bagi Pemberi Waralaba untalakukan pengawasan maupun
inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna stgraa bahwa Penerima Waralaba telah
melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik;

Memberikan laporan-laporan baik secara berkala omauwgtas permintaan khusus dari
Pemberi Waralaba;

Sampai batas tertentu, membeli barang modal tertatdupun barang-barang tertentu
lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari &eMaralaba;

Menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Inialekienemuan atau ciri khas usaha
misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau datibusi yang merupakan
karakteristik khusus yang menjadi obyek waralalié belama maupun setelah berakhirnya
masa pemberian waralaba;

Melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaafektial, penemuan atau ciri khas
usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualanpatsataan atau cara distribusi yang
merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyekalaba yang ditemukan dalam
praktek;

Tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektuahemuan atau ciri khas usaha
misalnya sistem manajemen, cara penjualan atautgsemnaatau cara distribusi yang
merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyakalaba selain dengan tujuan untuk
melaksanakan waralaba yang diberikan;

Melakukan pendaftaran waralaba;

Tidak melakukan kegiatan usaha yang sejenis, serag@pun yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingmmgan kegiatan usaha yang
mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, pemeratau ciri khas usaha misalnya
sistem manajemen, cara penjualan atau penataancataudistribusi yang merupakan
karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba;

Melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenisjdenlah yang telah disepakati secara
bersama;

Atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruah, daformasi maupun keterangan
yang diperolehnya;

Atas pengakhiran waralaba, tidak memanfaatkan léhitjut data, informasi maupun
keterangan yang diperoleh oleh Penerima Waraldbmaanasa pelaksanaan waralaba;

. Atas pengakhiran waralaba, tidak lagi melakukanidtag usaha yang sejenis, serupa,
ataupun yang secara langsung maupun tidak langdapgt menimbulkan persaingan
dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak ekay&an Intelektual, penemuan atau
ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cargugen atau penataan atau cara
distribusi yang merupakan karakteristik khusus yawegjadi obyek waralaba.

Hak Penerima Waralab&’’

% |pid, hal 84.
27 1bid, hal 86.



a. Memperoleh segala macam informasi yang berhubundmmgan Hak atas Kekayaan
Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misadistem manajemen, cara penjualan atau
penataan atau cara distribusi yang merupakan laistit khusus yang menjadi obyek
waralaba, yang diperlukan olehnya untuk melaksamalaalaba yang diberikan tersebut;

b. Memperoleh bantuan dari Pemberi Waralaba atass@&gatam cara pemanfaatan dan atau
penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual penemtaancai khas usaha misalnya sistem
manajemen, cara penjualan atau penataan atau istiaudi yang merupaka karakteristik
khusus yang menjadi obyek Waralaba.

4.5.Saat Lahirnya Perjanjian Franchise

Di Indonesia dalam penerapannya suatu hukum pematahir sejak tercapainya kata
sepakat dari kedua belah pihak, yaitu antaachisordengarfranchisee Hal ini menganut asas
konsensualitas dimana suatu kata sepakat dari eng@ekg membuat perjanjian tanpa diikuti
perbuatan hukum lain kecuali yang bersifat forndaldi dengan asas ini jika telah ada kata
sepakat dari masing-masing pihak, maka pada dasaenanjian tersebut dianggap sudah ada.

Pada awalnya, pembukaan suatu bisnis waralalzhlakukan dengan perundingan antara
kedua belah pihak, setelah berunding calon penewaralaba akan diberikan informasi oleh
pemberi waralaba mengenai syarat-syarat apa saj@ lyarus dipenuhi dalam usaha bisnis
franchise ini. Selain itu pemberi waralaba juga memberikaformasi mengenai prospek
kedepan akan usaha bisnisnya tersebut, kemudiabhegpemvaralaba akan melakukan survei
lokasi dimana usaha waralaba akan dibuka.

Setelah semuanya disetejui oleh kedua belah pibalgn penerima waraba dapat
menandatangani perjajiafranchise yang telah disepakati bersama-sama. Disini format
perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk lieraintara pemberi waralaba dan penerima
waralaba, dan menggunakan bahasa indonesia yanddmabenar.

4.6.Masa Berlakunya Perjanjian Franchise

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan PerdgaarRepublik Indonesia Nomor:

259/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentangeKieian Dan Tata Cara Pelaksanaan



Pendaftaran Waralaba dalam Pasal 8 yaitu Jangktu Wwakjanjian Waralaba berlaku sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun. Masa berlakunya perjarfianchiseadalah lamanya waktu selama
pemberi waralaba belum menggunakan lisensi ataensiyang diwaralabakan. Dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Roeseno Harjowidagalogka waktu perjanjian waralaba yang
sementara ini diperjanjikan di Indonesia antar®d%ahun dengan kemungkinan perpanjangan.

Namun dalam prakteknya, banyak terjadi dari pembaralaba yang mencabut atau
membatalkan perjanjian waralaba sebelum waktu \tefal diperjanjiakan. Pembatalan dan
pencabutan hak waralaba ini sering dikarenakareseqma waralaba tidak mampu memenuhi
syarat-syarat yang dari awal telah diperjanjikatamaperjanjianfranchisetersebut. Hal inilah
yang sering merugikan bagi pihak pemberi waralabadhpat merusaikrand imageyang dari
awal telah memiliki nama yang terkenal tetapi meénpairuk di masyarakat luas.

Tapi bila perjanjian waralaba tersebut diperpamjaal ini dapat memberikan keuntungan
bagi kedua belah pihak sehingga dapat memajukannmdarmgembangkan bisnis waralaba ini

kedepan.

4.7.Akibat Hukum Berakhirnya Perjanjian Franchise

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanyiang dibuat secara sah vyaitu
memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata lhedabagai undang-undang bagi yang
membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa pejsen kedua belah pihak atau karena
alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undamdharus dilaksanakan dengan itikad
baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang @i pihak artinya para pihak harus menaati
perjanjian itu sama dengan menaati undang-undake.adla yang melanggar perjanjian yang

telah dibuat dan disepakati bersama dan menyebab&iatm satu pihak dirugikan maka ia



dianggap sama dengan melanggar undang-undang yamgunyai akibat hukum tertentu yaitu
sanksi hukum atas perbuatannya.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkégh adanya suatu hubungan hukum
memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentu&keln undang-undang, sehingga jika
dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melariggaapat dituntut dimuka pengadifén
Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukatuki memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. @kah ini disebut sebagai tindakan huk?im
Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karemlanya suatu perbuatan, sesuai dengan
aturan-aturan yang berlaku. Dari setiap pengerti@ngenai akibat hukum diatas, dapat
diartikan bahwa akibat hukum merupakan keadaan tgngpta ketika suatu hukum yang dibuat
dan disepakati bersama telah ditaati ataupun djEngleh masing-masing pihak yang berkaitan
dengan hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaiiukdt wanprestatieyang mempunyai
arti prestasi buruk. Adanya kelalaian atau kealmadverutang yang wajib melakukan sesuatu
atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah dipgk@an lazim dikatakan sebagai
wanprestasi. Dewasa ini wanprestasi lebih dikeealgen istilah ingkar janji. Menurut Munir
Fuady, yang dimaksud dengan wanprestasi adalatak‘tidilaksanakannya prestasi atau
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kalatrak kepada pihak-pihak tertentu

seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkiita

% gpedjono Dirdjosisword?engantar llmu HukupPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

% R. SoerosgPengantar lImu HukuprSinar Grafika, Jakarta, hal 295.

% Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisidsku Pertama, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung,1997, hal 87.



Menurut Prof .R.Subekti, SH., mengatakan wanprestdalah apabila debitur tidak
melakukan apa yang diperjanjikan karena kelpaampatakelalaian. Seorang debitur dikatakan
melakukan kealpaan ataupun kelalaian berupa emgozam yaito'™
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapkts#dagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidakhbdilakukannya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhagapulhya hak pihak yang
dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wesg@si untuk memberikan ganti rugi,
sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada pdtak pun yang dirugikan karena
wanprestasi tersebut. Pasal 1238 KUHPerdata yatgitng si berutang adalah lalai, apabila ia
dengan surat perintah atau dengan sebuah aktassédjertelah dinyatakan lalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan kmalsivberutang akan harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hagaeiran akibat-akibat wanprestasi dalam
pengaturan perundangan, dapat diuraikan sebaghiitiér
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atangan singkat dinamakan ganti rugi;

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemegagrg@mnjian;
c. Peralihan resiko.
d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkaraldapen hakim.

Sanksi berupa ganti rugi diperinci tiga unsur y&itaya, rugi dan bung&dsten, schaden
daninterestei. Biaya adalah segala hal pengeluaran atau peosagkyang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugiamehka kerusakan barang-barang milik

31 R.SubektiHukum PerjanjianP.T. Intermasa, Jakarta, 2000, hal 45.
% Ibid, hal 45.



kreditur diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedamy bunga adalah kerugian yang berupa
kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan #téurdy oleh kreditur. Mengenai ganti rugi
ini, didalam hukum juga memberikan batasan-batdsmgan maksut untuk melindungi debitur
yang lalai yaitu dalam pasal 1247-1248 KUH Perd&@anti rugi dibatasi hanya meliputi
kerugian yang dapat diduga dan yang merupakantdibgsung dari wanprestasi

Ada 3 hal yang harus diperhatikan sebagai syapysupembatalan itu dapat dilakukan,
yaitu**
1. Perjanjian harus bersifat timbal ballkil{ateral),
2. Harus ada wanprestasiréach of contragt
3. Harus dengan putusan hakiwe(dic).
Dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihala &éwajiban untuk memenuhi prestasinya.
Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maiak painnya dapat menuntut pembatalan
perjanjian.
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian

Pada dasranya bentuk dari penyelesaian senghketgi dnenjadi dua macam yaitu: litigasi
(melalui pengadilan) dan alternatif penyelesaiamketa”.
a. Penyelesaian sengketa melalu pengadilan (Lifigealah upaya penyelesaian sengketa
dimana para pihak berusaha menyelesaikan sengledtdunproses pengadilan. Menurut Salim
H.S, “penyelesaian sengketa melalui pengadilanahdsiliatu pola penyelesaian sengketa yang

terjadi antara para pihak diantara para pihak ydisglesiakn oleh pengadilai” Penggunaan

% Ibid, hal 48.
3 Abdulkadir Muhammadsukum PerikatanAlumni, Bandung, 1982, hal 129.
% salim H.SHukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kont&ikar Grafika, Jakarta, 2003, hal 98.
36 H
Ibid.



litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya andal penyelesaian sengketa.

Keuntungannya, yaitu:

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihalgdgi sekurang-kurangnya dalam batas
tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat negapehi hasil dan dapat menjamin
ketentraman sosial;

2. Litigasi sangat baik sekali unutk menemukan berbkgsalahan dan masalah dalam posisi
lawan;

3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedugyadil dan memberikan peluang yang
luas kepada para pihak untuk didengar keterangasety@lum mengambil keputusan;

4. Litigasi memberikan nilai-nilai mesyarakat untukngelesaian sengketa pribadi;

5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nil@imasyarakat yang terkandung dalam
hukum untuk menyelesaiakan sengketa.

Kekurangan litigai, yaitu:

1. Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem;

2. Memerlukan pembelaaadvocasy atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi pytusa

3. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;

4. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk keranggrsoalan, para pihak tidak selalu
mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang selyana

5. Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki ateamulinkan hubungan para pihak yang
bersengketa.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketpetaoalan-persoalan sehingga para

hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapdt Eiap membuat keputusan.



b. Jalur Non Litigasi adalah upaya penyelesaiamglsta yang melalui arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa yang sering disingkat ABlRrhative Dispute revolutignPenyelesaian
sengketa ini diatur dalam undang-undang Nomor 3wid 999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa tidak selalu harus dilakdkaoka sidang pengadilan . Pasal 6 ayat 1
Uundang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan babngketa atau beda pendapat dapat
diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif yedegsaian sengketa yang didasarkan pada
ittkad baik dengan mengesampingkan penyelesaiaaraelitigasi di Pengadilan Negeri.
Sehingga pada dasarnya para pihak dapat dan bemha&k menyelesaiakn sendiri sengketa yang
timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai pesgi@n tersebut selanjutnya dituangkan
dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihBlenurut Salim H.S pengertian dari
penyelesaian sengketa alternatif adalah “lembagegbesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, ypgayelesaiannya diluar pengadilan”. Ada
sekurangnya lima tata cara penyelesaian senglatr giengadilan yang diatur Undang-undang
Nomor 30 tahun 1999, yaitu:
1. Konsultasi
Tidak ada rumusan ataupun penjelasan yang dibedigdaim Undang-undang Nomor 30
tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari korssuk#api menurut Gunawan Widjaja
adalah “merupakan suatu tindakan yang bersifatopatsantara suatu pihak tertentu, yang
dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pikaksultan, yang memberikan
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuberken dan kebutuhan kliennya
tersebut®’,

2. Negosiasi

37 Gunawan WidjajaAlternatif Penyelesaian SengkeBaT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 86



Negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dayakmkan pihak lain untuk
menggunakan kemampuan yang ada demi menyelesaakam sengketd Dalam pasal 6
ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 bahwia plasarnya para pihak dapat dan
berhak untuk menyelesaiakn sendiri sengketa yampuli diantara mereka. Kesepakatan
mengenai penyelesian tersebut selanjutnya harusndjkan dalam bentuk tertulis yang
disetujui oleh para pihak. Pada umumnya prosessmegjanerupakan suatu pranata alternatif
penyelesaian sengketa yang bersifat informal. Tidd#& suatu kewajiban bagi para pihak
untuk melakukan pertemuan secara langsung padanegasiasi dilakukan, dan negosiasi
tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihakisend

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa la¢aselisin paham dapat melakukan suatu
proses penjajakan kembali akan hak dan kewajibaa paak dengan melalui sistem yang
sama-sama menguntungkawir(-win) dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran

(concessiopatas hak-hak tertentu berdasarkan pada asad talba

3. Mediasi
Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) Undang-unddognor 30 tahun 1999 bahwa atas
kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau peddapat diselesaikan melalui bantuan
seorang atau lebih penasehat ahli maupun melabuarsg mediator. Tetapi undang-undang
tidak memberikan rumusan secara jelas dari medm@sipun mediator. Gunawan Widjaja
mengemukakan arti dari mediasi adalah “memerlukiaakpketiga (baik perorangan maupun

dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bengifeal dan tidak memihak, yang akan

% Rachmad Syafa’atAdvokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengkeétaitek YPN, Malang, 2006, hal 64.



berfungsi sebagai mediatd?” Sebagai pihak yang netrahdependentidak memihak dan

ditunjuk oleh para pihak (secara langsung mauputalmelembaga mediasi), mediator

berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsbeydasarkan pada kehendak dan

kemauan para pihak.

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 kesepakanyelesaian sengketa atau beda

pendapat secara tertulis adalah final dan mengiked pihak untuk dilaksanakan dengan

itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajittadiarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakgedatangannan, dan wajib dilaksanakan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sgyakdaftaran. Tujuan Mediasi adalah:

a) Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepandapat diterima dan dijalankan
oleh para pihak yang bersengketa;

b) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untukemmem konsekuensi dari
keputusan yang mereka buat, dan

c) Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain daatu sengketa dengan cara
membantu pihak yang bersengketa untuk mencapaefesayan yang konsensus.

4. Konsiliasi

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tidak memdgentang konsiliasi. Perkataan

konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatiyglesian sengketa terdapat pada pasal 1

angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum Undangrgndlomor 30 tahun 199 tersebut.

Jadi konsiliasi adalah mekanisme penyelesaian stadletika pihak-pihak yang bersengketa

ternyata tidak mampu merumuskan suatu kesepakatarpitiak ketiga mengajukan usulan

jalan keluar dari sengketa.

5. Arbitrase

3 Gunawan WidjajaQp.cit hal 91.



Arbitrase bersal datri kataarbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk
menyelesaiakan suatu perkara menurut kebijaksadahbittase adalah penyerahan sukarela
suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitak omenyelesaikannya dengan suatu
perjanjian bahwa keputusan abitor akan final dangikat. Arbitrase adalah badan peradilan
swasta diluar lingkungan Peradilan Umum yang dikdsasus dalam dunia perusahaan.
Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-un8&omor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

“arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengk&tar pengadilan umum yang

didasarkan pada pengaturan Arbitrase yang dibwaradertulis oleh para pihak yang

bersengketa”.

Dari definisi yang diberikan dalam Undang-undangméo 30 tahun 1999 ada tiga hal yang
dapat disimpulkan:

a) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian

b) Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis

c) Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk yelesaiakan sengketa yang
dilaksanakan diluar pengadilan umum.

Sedangkan pengertian lembaga arbitrase adalah bahan dipilih oleh para pihak yang

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sentgrtentu, lembaga tersebut juga

dapat memberikan pendapat yang mengikat mengeaai bubungan hukum tertentu dalam

hal timbul sengketa.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiRgnulis menggunakan tipe penelitian
hukum empiris karena tipe ini akan menelaah atangh®gi persoalan-persoalan megenai
akibat hukum pembutusan perjanjian waralaba dtahchisor terhadapfranchiseeyang
wanprestasidan upaya yang dilakukafranchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat
pemutusan perjanjian waralaba terhadegnchiseeyang wanprestasi. Melalui penelitian
empiris ini, penulis dapat melakukan penelitian kéfikas hukum yang membahas
pelaksanaan hukum dalam masyarakat secara nyatdégr sinkronisasi antara instrumen
hukum dengan keadaan masyardkat

B. Metode Pendekatan
Penelitian iimiah ini menggunakan metode pendekataitis sosiologis (empiri8) yaitu
metode pendekatan yang mengkaji permasalahan ytaligg dari segi hukum yaitu kontrak
perjanjian waralaba antafeanchisor yaitu pemilik merek Bakso Kota Cak Man dengan
francheseatya, kemudian data-data yang diperoleh dikaji dangerundang-undangan yang
relevan, yaitu kitab Undang-Undang Hukum PerdataskBnya Buku Ke l1ll, Keputusan
Menteri Perdagangan Rl No.31/M-DAG/PER/8/2008 Tegt&®enyelenggaraan Waralaba,
serta Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentdaplabafranchise Sedangkan
pendekatan sosiologis adalah mengkaji terhadajgseiaan dari kontrak perjanjifnanchise

Bakso Kota Cak Man. Pendekatan ini dilakukan dengama mencari data-data tentang

“0zainuddin Ali, MetodePenelitian HukumSinar Grafika, Jakarta,2003, hal 31.
“1 Bambang WaluydRenelitian Hukum Dalam PrakteBinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15.



pelaksanaan pasal dalam kontrak perjarffjanchisedan jaminan ganti rugi baganchisor
dari akibat hukum pemutusan perjanjian waralab@lseb habis masa berakhirnya terhadap
franchiseeyang wanprestasi.
C. Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilakukan di gerai makan siap Bakso Kota Cak Man di Malang.
Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan padatipgrangan bahwa pihak yang dirugikan
atas pembatalan perjanjian waralaba y&ieinchisor selaku pihak yang memberikan hak
waralaba dan yang membatalkan perjanjian waralabseliut. Selain itu, penelitian juga
dilakukan terhadagpranchiseeyang telah melakukan wanprestasi. Dari lokadalniakan
dapat diketahui akibat hukum pemutusan perjanjiaralaba olehfranchisor terhadap
franchiseeyang wanprestasi serta upaya yang dilakukan féetchisor untuk memperoleh
ganti rugi akibat pemutusan perjanjian waralablaa@apfranchiseeyang wanprestasi.
D. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbadgush dua jenis data, yaitu:
1) Data primer

Data primet’ adalah data berupa pendapat, pengetahuan dan lgreagayang

diperoleh secara langsung dari responden atau linemgan dengan permasalahan yang

dikaji tentang akibat hukum pembatalan perjanjiaaralaba oleHranchisor terhadap

franchiseeyang wanprestasi . Data primer yang diperoleh gmabkal langsung dari

lapang berupa pengalaman dan pendapat dari pilmakgrewaralaba yang berkaitan

“2 Data primer didapat oleh penulis dilapangan yaeméal dari sumbernya secara langsung, yaitu pemgal
dan/atau pendapat dari pihfsinchisordan juga pihakranchiseedalam hal akibat hukum pemutusan perjanjian
waralaba oleHranchisor terhadapfranchiseeyang wanprestasi serta upaya yang dilakukanchisor untuk
memperoleh ganti rugi akibat pemutusan perjanjiaralaba terhadajpanchiseeyang wanprestasi.



dengan fokus penelitian tentang akibat hukum pesamuperjanjian waralaba oleh
franchisorterhadagranchiseeyang wanprestasi.
2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa pengalaman, dgkémdapat dan lain sebagainya
yang terdapat pada sumber kepustakaan, literaaureldkumen yang mendukung data
primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkaelipen terhadap data primer
yang ada dilapangan. Data sekunder diperoleh dadi &epustakaan yaitu dengan
melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber litenatur, selain itu juga
dokumen yang berkaitan dengan akibat hukum pemutpsganjian waralaba oleh

franchisorterhadagranchiseeyang wanprestasi.

b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer

Sumber data primer didapat dasiakeholderpada P.T. Kota Jaya Malang vyaitu
Komisaris, Direktur serta Staff Keuangan yang biaka dengan akibat hukum
pemutusan perjanjian waralaba oleanchisor terhadapfranchiseeyang wanprestasi.
Penelitian ini melihat akibat hukum pemutusan pgiaa waralaba oletranchisor
terhadapfranchiseeyang wanprestasi serta upaya yang dilakukanchisor untuk
memperoleh ganti rugi akibat pemutusan perjanjiaral@ba terhadapranchiseeyang
wanprestasi.

2) Sumber Data Sekunder



Sumber data sekund@dalam penelitian ini adalah kepustakaan melaleidture dan
dokumen yang terkait dengan akibat hukum pemutysamanjian waralaba oleh
franchisorterhadagranchiseeyang wanprestasi.
E. Teknik Memperoleh Data
Perolehan data dilaksanakan langsung di lapangagadenenggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
a. Data Primer
Untuk data primer menggunakan teknik pengumpulaa idéerview atau wawancara yaitu
teknik analisa data dengan cara bertanya langsepgda responden yang mempunyai
hubungan langsung dengan masalah yang ditullsdapun responden yang dimaksud
adalah pemilik merek Bakso Kota Cak Man (P.T. Kééya Malang), agar data yang
diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawandaraebut menggunakan sistem
terbuka dalam artian wawancara yang akan digunakaim penulis adalah wawancara
dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara depgyaiapan terlebih dahulu meliputi
persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawanesigsah tersebut adalah agar peneliti
lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan dataagar peneliti dapat mengetahui
secara mendalam mengenai persoalan dalam penélitidrSelain melakukan wawancara
dengan pihalfranchisor, peneliti juga melakukan wawancara dengan pifiakchisee
yang telah melakukan wanprestasi.
b. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melaldii lstpustakaan

“3 Sumber data sekunder dalam penulisan karya iliniafidapat dari inventarisasi data kepustakgeng penulis
dapatkan, yaitu dokumen-dokumen yang berasal dgeratur-literatur, internet, peraturan perundang-
undangan,surat kabar, dan/atau tulisan ilmiah yaleyan dengan penelitian ini.

* saifudin AswarMetode PenelitianPustaka Pelajar, 2003, hal 93.

% Lexy J. MoelongMetode Penelitian KualitatifRemaja Rosdakarya, Bandung, 1988, hal 135



Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah demgmgumpulkan literatur-
literatur, baik berupa buku-buku, peraturan peragdandangan, surat kabar, internet
dan beberapa literatur lain yang berkaitan dendg@vathukum pemutusan perjanjian
waralaba olehfranchisor terhadapfranchisee yang wanprestasiBahan-bahan ini
diantaranya diperoleh di Perpustakaan Pusat UmiaersBrawijaya dan Pusat
Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum UnivessiBrawijaya (PDIH) serta
Perpustakaan Kota Malang.
F. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyeRadeiri yang sam@&. Populasi

dalam penelitian skripsi ini adalah para pihak ehejgerjanjian waralaba yaitu P.T. Kota

Jaya dan semua penerima lisensi waralaba yangklinigh P.T. Kota Jaya.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian darlgsf’. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tegaoiposive samplingaitu penarikan

sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek vataparkan pada tujuan tertentu.

Sampel dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Pegawai P.T. Kota Jaya, yang terdiri dari:
a. Komisaris

Tujuan peneliti memilih Komisaris untuk dijadikarebsgai responden, karena

memiliki kewenangan untuk memutuskan dan/atau na&npérmohonan pengajuan

% Saifudin Aswar2003,0p.cit hal 118.
4" Bambang Sunggon®etode Penelitian HukuniRaja Grafindo, Jakarta, 1998, hal 119.



Calon Franchiseesekaligus berwenang dalam memutuskan mengakhiargian
waralab&aranchisee

b. Direktur
Tujuan memilih direktur sebagai responden dalamejéan ini, karena sebagai
pengawas dalam memberikan laporan-laporan pertaggouaban atas kegiatan
operasional perusahaan, laporan yang dimaksud umelipealisasi kegiatan
operasional, manajemen sumber daya manusia, magajeaset, manajemen
finansial dan lain sebagainya yang dianggap p&#élhingga disini, direktur selaku
pemberi informasi mengenai perkembangan usaha rpesggor waralaba Bakso
Kota Cak Man, sekaligus memberikan pendapat dam$apada komisaris.

c. Staff Keuangan
Tugas staff keuangan adalah sebagai pihak yangeteksy awal kelengkapan dan
keabsahan dokumen dari Caldfranchisee sehingga layak untuk mengajukan
permohonan dan dapat diterima sebdgmchiseedalam P.T. Kota Jaya, selain itu
sebagai pihak yang mencatat semua kegiatan findhsénchisee

2. Penerima Waralaba yang terdiri dari 5 orang perevi@ralaba, yaift:

a. Penerima Waralaba U,V dan W yang beralamat di K&#tang, Kota Surabaya, dan
Kota Jombang.
Tujuan peneliti memilinfranchiseeU,V dan W yang berdomisili di kota Malang,

kota Surabaya dan kota Jombang sebagai responddsth ddarendranchiseeini

“8 Kegiatan finansial berupa melakukan pencatatamelearan dan penerimaan uang pada masing-masing buk
dengan tertib dan benar, membuat surat tagihandkegbitur antara lain berupa uang bumbu dan bladilamn
lainnya sertaoyalty fee serta menyimpan semua bukti-bukti transaksi kgaamlengan baik dan benar.

Field Note tanggal 12 Mei 2011, wawancara sudegigan Novi Ayu Siswanti, Staff Keuangan P.T. Kédga.
Menurut Novi dalam wawancara informasi mengenaglkén dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh
penerima waralaba U,V,W,X dan Z diperoleh dari dokn-dokumen P.T. Kota JayaMalang yang pernah
dibacanya dan didengarnya dari pemilik merek Baaia Cak Man, selain itu juga pernah menanganidang
kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan fodetthiseetersebut.
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telah melakukan kelalaian dan/atau pelanggaranpbekaterlambatan pembayaran
hingga tidak dibayarnyeyalty feekepaddranchisor.

b. Penerima Waralaba X yang beralamat di Kota Sidoarjo
Tujuan peneliti memilinfranchiseeX yang berdomisili di Kota Sidoarjo sebagai
responden adalaha karerfeanchisee ini telah melakukan kelalaian dan/atau
pelanggaran yang terdapat dalam pasal 4 ayat perginjian waralaba P.T. Kota
Jaya Malang mengenai kewajiban bagi pihak keduagerea tidak memindahkan
tempat usaha sebagaimana yang telah diatur padhlpdgerjanjian waralaba P.T.
Kota Jaya Malang ketempat lain tanpa persetujuearadertulis dari pihak pertama
yaitu pemilik merek Bakso Kota Cak Man.

c. Penerima Waralaba Z yang beralamat di Kota Surabaya
Tujuan peneliti memilinfranchiseeZ yang berdomisili di Kota Surabaya sebagai
responden adalah karenfianchisee ini telah melakukan kelalaian dan/atau
pelanggaran berupa melakukan hal-hal yang tidakasedengan ketentuan yang
diatur dalam system waralaba yang dapat merusalka maerek pemberi lisensi
waralaba yang mengakibatkan pemutusan perjanjiamgga sejak pengakhiran
perjanjian tersebut, pihakanchiseeZ seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan
yang sejenis, serupa atau apa saja yang menimbpk@aaingan secara langsung
maupun tidak langsung terhadap penjualan baksoal@@nnya hingga masa waktu
yang telah ditentukan oleh pemilik merek Bakso K@ak Man, namun pada
kenyataannya disini pihakanchiseeZ malah melanggar perjanjian tersebut dan
melakukan kegiatan serupa setelah hak waralabasmgéior.

G. Teknik Analisis Data



Analisa data merupakan hal yang sangat pentingndaaatu penelitian dalam rangka

memberikan jawaban terhadap permasalahan yangidi&dbelum analisa data dilakukan,

terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evalwabadap semua data yang ada untuk

mengetahui validitasnya, untuk selanjutnya diadagangelompokan terhadap data yang

sejenis untuk kepentingan analisis. Analisa dal@kdkan secara deskriptif kualitatif yaitu

dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dalk ghpg diteliti dalam lapangan,

kemudian terhadap masalah yang timbul akan ditijan kemudian dianalisis secara

mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kdmssta dan peraturan perundang-

undangan sampai memperoleh kesimpulan akhir.

. Definisi Operasional Variabel

1. Perjanjian Waralaba F(anchise Agreementadalah perjanjian waralaba merupakan
kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitment yhimgat dan dikehendaki oleh para
pihak.

2. Waralaba franchisg Adalah ijin yang diberikan untuk menggunakan rkelego dan
sistem operasi dengan timbal balik yang sesuai.

3. Franchisor(Pemberi Waralaba) adalah pihak yang memberikanvgralaba

4. Franchiseg(Penerima Waralaba) adalah pihak yang menerimavgiralaba

5. Fee adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peneriraelaba ffanchise¢ kepada
pemberi waralabdr@nchisol berdasarkan persentase penjualan

6. Franchise Fee(Biaya pembelian Hak Waralaba) adalah biaya pearbdiak waralaba
yang hanya dibayarkan hanya satu kali saja.

7. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidakemeinn sesuatu yang diwajibkan yang

ditetapkan dalam perjanjian.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya P.T. Kota Jaya Malang

P.T Kota Jaya merupakan suatu perusahaan wara#izp bergerak dibidang makanan
cepat saji, makanan ini berupa bakso dengan mesaidsoBKota Cak Man. P.T Kota Jaya
beralamat di Kota Malang yaitu di Jalan W.R. Supeat C1 Kav. 13-14, Malang yang
merupakan kantor pusat sekaligus digunakan sebagg@at usaha makanan cepat saji tersebut.
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang makananjaga kualitas rasa, mutu dan
pelayanan adalah salah satu hal yang harus di tpeumaoleh P.T Kota Jaya untuk

mempertahankan eksistensinya didunia bisnis weaaafab

P.T Kota Jaya didirikan di Malang pada tahun 280Pada awalnya berdirinya P.T Kota
Jaya dimulai dari tahun 1980 pada waktu itu hang&kanan ringan dengan nama Bakso Kota
Cak Man yang dulu tidak seperti sekarang yang teilénal oleh masyarakat luas, pertama kali
pemilik hanya menjajakan baksonya keliling kota &t@. Ternyata dari hasil mendorong
gerobaknya inilah banyak masyarakat yang menyuéksd buatannya, karena melihat minat
masyarakat dan keuntungan yang didapat dari banjubdksonya, kemudian pemilik mulai
memberanikan diri membuka gerai yang awal mulaveiri oleh seseorang untuk menempati
lahan milik negara disebelah kanan Kantor KecamBtanbing, Malang. Pemilikpun memberi
nama dispanduknya dengan tulisan “Warung Bakso'§ ylaeroperasi pada tahun 1986. Dari

tempat itulah nama Bakso Kota Cak Man mulai adadikenal oleh masyarakat Kota Malang.

*Brosur Bakso Kota Cak Man Malang, 15 Maret 201inléh).



Dan pada tahun 2001 pemilik mengajukan permohoran rherek terhadap dagangannya
dengan nama “Bakso Kota Cak Man” kepada instangj yeerwenang. Pada tahun 2002 secara
resmi Dirjen HAKI, Departemen Kehakiman dan HAM redrtka Sertifikat Merek tanggal 14
Maret 2002 No0.JO0-01-04385.

Reputasi yang baik yang dimiliki oleh Bakso Kotek@&an membuat saudara Noercholis,
pegawai Dirtjen Pajak Departemen Kuangan Jakartarite membuka beberapa cabang di
Jakarta pada tahun 2004-2005 dan sekaligus seliagsultan manajemen pengembangan
usaha. Oleh karena jarak yang begitu jauh sehikggainikasi tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan, akhirnya pada tahun 2006 kerjasamealetslihentikan dan diganti oleh saudara
Drs.gatot Sujono, M.A, mantan pegawai Dirtjen Anggadan pengajar tidak tetap pada BPLK,
Departemen Keuangan yang sekarang berprofesi set@gan STIE Malangkucecwara,Malang.
Setelah mencermati perkembangan dan prospek us&ba pang sangat diminati dan digemari
oleh masyarakat, maka pendiri mulai mengembangkaksd Kota Cak Man dengan sistem
waralaba. Permintaan dari calon penerima waralafmakin banyak, melihat respon masyarakat
tersebut akhirnya Bakso Kota Cak Man resmi menjadha waralaba. Hal ini setelah dilakukan
pembenahan manajemen dan sekaligus untuk menjaemgembangan usaha dalam format
waralaba ffanchising,sehingga pada bulan Februari 2007 pendiri Baksta KCak Man
mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroantdsrfl’) dengan nama PT. Kota Jaya yang
berkedudukan di Kota Malang. Hingga kini sudah befdirang lebih 67 buah outlet Bakso

Kota Cak Man di berbagai kota di Indonesia.
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Sumber: Bakso Kota Cak Man Malang

P.T. Kota Jaya menjalankan usahanya berdasarkan I8m Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor 517/23/35.73.311/2009 dan Tanda Daftar Phasa(TDP) Nomor 130815101397 yang
berlaku hingga 15 Juni 2014. Selain itu juga teatlaurat ljin Gangguan dengan Nomor

530.08/299/35.73.314/2006 serta adanya sertifiledelFHL00% dari MUI Kota Malang.

P.T. Kota Jaya juga banyak meraih prestasi, ssddihnya adalah perolehan Piagam
Penghargaan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia 684/R.MURI/VI11/2007 atas prestasinya
dalam Pembuatan Bakso Terbesar yang diberikan palden Juli tahun 2007 di Semarang.

Berikut keunggulan Waralaba Bakso Kota Cak Marhdilidari beberapa aspek

a. Aspek Ekonomis

L p.T. Kota JayaProspektif Dan Menguntungkan Sebagai franchiseeké®akota Cak Man”www.bakso-
cakman.com(online), 21 Mei 2011.



1. Produk bakso dan variannya memiliki keunggulan i§gesehingga menempatkan
posisinya sebagai nomor 1 di pasar bakso Malanggadrememiliki brand name dan brand

equity yang tinggi serta telah memiliki sertifikeak atas merek dagang dari pemerintah;

2. Harga jual bakso dab variannya adakdmpetitif sehingga terjangkau oleh daya beli

masyarakat luas;

3. Kebutuhan modal yang tidak terlalu besar

4. Investasi yang berisiko rendah, namun dengan itmdgl fate of return$ yang tinggi;

5. Franchise feesebesar RP 50.000.000,- yang sudah termasuk pe&gdhan juru masak,

tenaga manajemen, dan pramusaji untuk masa 5 tatalah relatif murah;

6. Royalty feesebesar 5% dari hasil penjualan kotor per bulataadelatif murah;

7. Untuk menjaga keunggulan spesifik, pihak manajensenantiasa melakukan riset
pengembangan produk, sehingga sampai sekarangatddalebih dari 15 item varian dari

produk utama bakso sehingga memberikan pilihan panggam bagi konsumen;

8. Secara resmi, produk bakso dan variannya telah meieh sertifikat halal.

9. Semua produk bakso tidak mengandung borax, fornalhn bahan pengawet lainnya,

serta tidak mengandung bahan pengenyal seperdi faistu sodiurtripoliphospate(SP2);

10. Untuk menjaga kesegaran, bakso diproduksi dan dikndssetiap outlet, tidak dipasok

dari kantor pusat dalam bentuk bakso-bdkzén meat ball

b. Aspek Keamanan dan Kepastian



1. Perjanjian WaralabaF¢anchise agreementdibuat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dihadapan notaris sehinggat a@elindungi kepentingan semua

pihak;

2. Semua perikatan dilakukan atas nama perusahaaadaerthukum resmi, yakni P.T. Kota
Jaya berkedudukan di Mlaang, selaku pemegang lakna¢rek dagang Bakso Kota Cak

Man;

3. Materi perjanjian memuat hak dan kewajiban yangsji@lan menguntukan kepada semua

pihak @ positive sum transactiops

4. Masa perikatan yang cukup panjang, yakni sampajateb tahun dan dapat diperpanjang,
sehingga memberikan kesempatan yang lebih lamaftaaghiseeuntuk menikmati hasil

usaha;

5. Berdasarkan asas kebersamaan, kesamaan visi daseartss fleksibelitas.

. Aspek Teknis Operasional

1. Bahan baku yang diperlukan adalah banyak tersedesetthp pasar diseluruh wilayah

Indonesia sehingga terjamin kelangsungan produ&siny

2. Kantor pusat akan mengirim tenaga ahli dibidanglpksi dan tenaga ahli manajemen di

setiap outlet;

3. Sebelum beroperasi terlebih dahulu dilakukan pgedati terhadap pihak terwaralaba

(franchise¢ beserta pegawainya,



4. Sifat kegiatan produksi dan penjualan bakso adaéthana dan tidak rumit sehingga

relatif mudah untuk dijalankan apabila dibandingkagiatan usaha makanan lainnya.

. Aspek Manajerial

1. Memiliki tim manajerial yang kuat didukung oleh &ga professional,

2. Tersedia buku panduan untuk kegiatan produksi,egexan, manajemen, pelayanan dan

keuangan serta promosi;

3. Tim manajemen menyediakan program asistensi;

4. Tim manajemen secara aktif melakukan riset pasar o@ngembangkan program

pemasaran;

5. Menyediakan forum komunikasi antdranchisordanfranchisee

Bagan |
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Sumber: Data Sekunder Brosur P.T. Kota Jaya Malangdiolah, 2011.
Keterangan®=
1. Persyaratan Calon Terwaralalb@gnchiseg, yaitu:

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi ted@g perusahaan;

c. Memiliki semangat kewirausahaan dan keinginan kaaik berhasil;

*2 |bid



d. Bersedia mencurahkan sepenuhnya tenaga, pikirawaktn untuk kegiatan waralaba;

e. Berdomisili tidak jauh dari lokasi outlet;

f. Memiliki jiwa kepemimpinan leadership, pribadi yang menarik, ramah, terbuka dan

mudah bergaul;

g. Memiliki dukungan finansial yang cukup.

2. Kelengkapan Persyaratan Permohonan

a. Surat Permohonan bermatrai;

b. Daftar Riwayat hidup pemohonyrriculum vitag;

c. Akte pendirian dan profil perusahaan (bagi usahlbdsan hukum);

d. Fotokopi KTP;

e. Fotokopi ijazah/sertifikat pendidikan formal maumuon-formal,

f. 2 lembar pas foto (4X6);

g. Bukti kepemilikan rekening bank dengan reputasgybaik;

h. Bersedia membuat perjanjian bahwa tidak akan mentimeax, formalin atau bahan

pengawet lainnya dalam semua jenis makanan yangldij

3. Proses Pengajuan Permohonan



. Pihak calon terwaralaba frgnchise¢, mengajukan surat permohonan beserta
kelengkapannya keepada pihak pewaral&aamchiso) melalui pihak manajemen “Bakso

Kota Cak Man™;

. Pihak manajemen akan melakukan seleksi awal bepepaeriksaan kelengkapan dan

keabsahan dokumen pendukung yang terlampir padagenmohonan;

. Jika dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka sweahphonan ditolak sama sekali atau

masih perlu dipenuhi kelengkapannya untuk diajltembali;

. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka tahagkienya adalahnterview'tatap muka

dengan pihak manajemen/pemilik perusah&@m¢hisol);

. Apabila dinyatakan memenuhi syarat dalam tainégrview maka pada tahap berikutnya
adalah pihak manajemen/ pemilik perusaha@an¢hiso) melakukan survei kelokasi
outlet dan melihat langsung kondisi fisiknya serta pasokahan baku demikian pula

bagaimana kondisi para pesaing;

. Bilamana lokasi dan kondisi fisiloutlet dinyatakan memenuhi syarat, maka tahap
berikutnya adalah penandatangaiMamorandum of UnderstandiriiyloU) dan pada saat
bersamaan pihak calon terwalabfmarichise¢ diwajibkan menyerahkan uang muka

(advance paymensebesar 10% dafrianchisee fee

. Apabila calon terwaralabdr@nchise¢ telah melengkapi sarana dan prasarana operasional
termasuk tenaga kerjanya, maka tahap berikutnymfagenyerahan sidaanchisee fee

sebesar 90% dan diteruskan dengan tandatangamjRerjsVaralaba dihadapan notaris,



kemudian dilanjutkan dengan implementasinya, anfam: orientasi, pelatihan dan

simulasi, serta peresmian pembukaatiet

2. Visi Dan Misi P.T. Kota Jaya

a. Visi®®

Menjadi perusahaan waralaba makanan ringan lokeyj terdepan di Indonesia.

b. Misi®

1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dan pelayan&aman ringan.

2. Meningkatkan jumlah investor waralaba.

3. Meningkatkan kualitas kontrolkc¢ntrol quality terhadap para investor, pelayanan

dan produk).

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. MeningkatkarBrand Image

3 Hasil wawancara dengan Andik Purwanto, Komisaris Kota Jaya Malang, 21 Mei 2011.
54 i
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3. Struktur Organisasi P.T. Kota Jaya Malang
Bagan Il

Struktur Organisasi Dan Susunan Pengurus P.T. Kotaaya

KOMISARIS

ANDIK PURWANTO

DIREKTUR

H. ABDUL RACHMAN TUKIMAN

KABAG LOGISTIK KABAG PEMASARAN KABAG UMUM KABAG PENGEMBANGAN
7 - M PRODUK DAN LAYANAN
JEMARI HJ. MARIYAH DINIA IMANIAR
MU’ARIF
STAF STAF PEMASARAN STAF STAF PRODUK
PENGADAAN/GUDANG | | DAN PROMOSI | | KEUANGAN MAKANAN DAN
1 MINUMAN
ARDIANSYAH SUNYOTO NOVI AYU
SISWANTI YULI NUR AVIANTI
—
Pembantu Staf Pembantu Staf Pembantu Pembantu Staf
Pengadaan/Gudang Pemasaran Staf Produk
dan Promosi Keuangan Makanan dan
Minuman
STAF STAF SURVEY STAF STAF PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI/ LAPANGAN | | ADMINISTRASI | | BAKSO | |
EKSPEDISI
— EKO SULISTIONO ROHMIATUN JUPRI
HARIANTO

Pembantu Staf Pembantu Staf Pembantu Staf Pembantu Staf
Transportasi/Ekspedisi Survey Lapangan Administrasi Pengembangan Bakso

Sumber: Data Sekunder Brosur P.T. Kota Jaya Malang2011.



P.T. Kota Jaya dipimpin oleh seorang komisaris gabpemegang kekuasaan tertinggi di
P.T. Kota Jaya, dimana tugas seorang komisariglagaémimpin sekaligus mengawasi kinerja
perusahaan dan karyawan serta menetapkan kebijalan berkaitan dengan perkembangan
P.T. Kota Jaya. Komisaris memiliki hubungan langsdengan direktur yang bertugas sebagai
pelaksana kegiatan operasional, dimana direktuambggungjawab sepenuhnya atas kelancaran

dari kegiatan usaha waralaba P.T. Kota Jaya.

Divisi yang berada dibawah naungan direktur adaegalka bagian, yg masing-masing

kepala bagian ini juga membawahi beberapa stapdarbantu staf, antara lain
1. Kepala Bagian Logistik:

a. Membuat rencana kegiatan logistik yang meliputimlph armada angkutan, tenaga kerja,
kebutuhan peralatan untuk packing, dan penyusuatar@erusahaan ekspedisi.

b. Mengatur jadwal armada angkutan dan tenaga kemwy \diperlukan dalam rangka
menjamin kelancaran pengiriman barang.

c. Mengatur dan mengontrol persediaan peralatan ukeégkatan packing demi kecepatan
dalam memenuhi permintaan barang dari daerah.

d. Melakukan penata-usahaan jumlah pengadaan baramgiriman barang, dan sisa
persediaan barang secara benar dan teratur.

e. Melakukan kordinasi dengan Kepala Bagian lain defektivitas dan efisien pelaksanaan
tugas serta menghindari kekeliruan informasi damwukasi yang dapat merugikan pihak

lain.

% Pp.T. Kota Jayalob Descriptionwww.bakso-cakman.confonline), 21 Mei 2011.




f. Melakukan pemilihan perusahaan ekspedisi yang mangaberikan layanan cepat, tepat,
selamat dan hemat.

g. Membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksarkegiatan logistik kepada
Direktur sedikit-dikitnya sekali setahun atau setwakaktu bilamana diperlukan.

Kepala Bagian Logistik dibantu oleh :

a. Staf Pengadaan Barang/gudang bertugas :

1. Menyiapkan data dan sekaligus menyusun draft renkagiatan penyediaan barang
dan pergudangan

2. Mengatur dan mengontrol persediaan barang di gudatuk keperluan permintaan
dari para franchisee

3. Mencatat secara teratur semua transaksi keluarkrzsang dalam buku persediaan
barang.

4. Melakukan kordinasi dengan pihak produksi bumbunypdiaan pakaian dan
peralatan lainnya yang diperlukan dalam pengopemasitlet

5. Melakukan kordinasi dengan pihak pengangkutan datamgka pengiriman barang ke
pihak lain (franchisee)

6. Memeriksa setiap hari apakah barang persediaandding masih dalam kondisi baik
atau tidak.

7. Melakukan pemeriksaan barang apakah dalam masd@mdi&obndiri baik sebelum
dilakukan pengepakan yang siap dikirim kepada frarehisee.

8. Membuat nota pengiriman dan penerimaan barang kep#dthk-pihak lain terkait,

misalkan : bagian keuangan, bagian produksi daagsatya.



9. Membuat laporan kegiatan secara berkala atau sewaitu kepada Kepala Bagian
Logistik.

10. Menyiapkan data dan membantu membuat laporan pgwagjawaban kepada
Direktur.

b. Staf Pengangkutan/Ekspedisi bertugas :

1. Menyusun daftar rencana kegiatan pengangkutan/eissparang

2. Membuat daftar nama franchisee, alamat (jalan,, kadanor telepon, fax dan HP),
alamat outlet (jalan, kota, nomor telepon, fax, dama penanggungjawabnya)

3. Membuat daftar nama dan alamat perusahaan jasatanggkspedisi laut, darat dan
udara di wilayah Malang.

4. Melakukan kordinasi dengan staf pengadaan baramg/gangan

5. Melakukan pengemasan barang kiriman dengan batktagamin keutuhannya, tidak
bocor, tidak terbuka, tidak terkontaminasi olehaarlain.

6. Membuat nota/bukti pengiriman barang untuk disakgraikepada pihak terkait,
antara lain : bagian pengadaan barang/pergudabggman keuangan.

7. Membuat laporan kegiatan pengiriman barang se@tkala atau bila diperlukan.

8. Membuat pencatatan/pembukuan secara tertib dam.bena

2. Kepala Bagian Pemasaran:

a. Menyusun rencana umum promosi dan pemasaran bekdasavaluasi kinerja pada masa
sebelumnya dihadapkan pada kondisi yang sedandaphaerta kemungkinan yang akan
terjadi di masa mendatang.

b. Bekerja sama dengan Kepala Bagian lainnya, membalass menetapkan strategi

operasional promosi dan pemasaran.



c. Menyusun rencana kegiatan beserta biaya promospelayasaran antara lain menentukan
bentuk, media/saluran, lokasi dan frekuensi/jangk&tunya.

d. Mengamati dan menganalisis kondisi pasar, antanablagaimana perilaku masyarakat,
perkembangan trend masyarakat dan kondisi parangesa

e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatanmpsd dan pemasaran untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Direktur.

f. Berupaya mencari peluang kegiatan promosi dan pmarasmelalui organisasi sosial
masyarakat, dunia pendidikan, panitia kegiatanngeatan hari besar nasional, dan para
event-organizer dalam bentuk sponsorship ataudaerja lainnya.

g. Menyusun buku Panduan Umum Promosi bagi para freeeh

h. Jika dipandang perlu, melakukan riset pasar dengarggunakan jasa-konsultan atau bila
memungkinkan dapat dilakukan sendiri.

i. Membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatamgsi dan pemasaran kepada
Direktur sedikit-dikitnya setahun sekali atau setuakaktu bila dipandang perlu.

Kepala Bagian Pemasaran dibantu oleh :

a. Staf Pemasaran bertugas :
1. Menyiapkan data/bahan dan sekaligus menyusun ggaftana umum promosi dan
pemasaran.
2. Melakukan komunikasi dengan unit lain untuk memjgérenasukan, saran dan bahan
dalam rangka membantu Kepala Bagian Pemasaran mskamkebijakan.
3. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pengamataradalisis pasar

4. Membantu mengolah data atas hasil monitoring kegipemasaran.



5. Menatausahakan dengan benar, teratur, dan temgblaselokumen yang berkaitan
dengan kegiatan promosi dan pemasaran.

6. Menyiapkan data dan sekaligus menyusun draft lappestanggungjawaban kegiatan
promosi dan pemasaran.

b. Staf Survey Lapangan bertugas :

1. Menyiapkan bahan dan sekaligus menyusun draft nenkagiatan survey lapangan

2. Melakukan kordinasi dengan Staf pemasaran

3. Menyiapkan segala keperluan untuk survey lapangan

4. Melakukan survei lapangan berdasarkan daftar lgigibner meliputi kondisi lokasi
calon gerai, ketersediaan bahan baku (daging skgkir,pangsit, bahan pendukung
lainnya), dan bagaimana posisi para pesaing ydaly &ela.

5. Membuat laporan kegiatan survei kepada Kepala Bd@gmasaran

3. Kepala Bagian Umum:

a. Menyusun sistem administrasi perkantoran, sisteuahkgan, dan peraturan kepegawaian
perusahaan.

b. Merumuskan uraian tanggungjawab pekerjaan dan Keavajserta hak bagi semua
pegawai dalam suatu peraturan kepegawaian.

c. Melakukan perekrutan tenaga kerja atau pemutuséungan kerja sesuai dengan
kebutuhan perusahaan dengan pertimbangan danypeaseDirektur/Komisaris

d. Membuat rencana tahunan keuangan perusahaan desgan target yang telah ditetapkan
dan kemampuan perusahaan.

e. Melaksanakan penata-usahaan keuangan dengan dartitbenar sesuai dengan sistem

keuangan yang telah ditetapkan.



f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan pegavikiskaara berkala maupun pada
waktu tertentu apabila diperlukan.

g. Mewakili perusahaan untuk berurusan dengan pihdkg&keatau pemerintah dalam hal
administrasi umum, keuangan perusahaan, periziparpajakan, ketenagakerjaan, dan
ikatan kerja sama.

h. Memberikan layanan umum demi efektivitas dan aisipelaksanaan pekerjaan bagi unit-
unit kerja lainnya.

i. Bertindak sebagai juru-bicara perusahaan untuk emapgikan informasi dan pernyataan
kepada pihak ketiga, pemerintah maupun masyaratairu

J. Menyusun laporan pertanggunjawaban keuangan, forswasber daya manusia dan
pelaksanaan manajemen umum perusahaan secaraabsekalgaimana ditetapkan oleh
Direktur atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Kepala Bagian Umum membawahi beberapa Staf, yaitu :

a. Staf Keuangan bertugas :

1. Membuat buku catatan transaksi keuangan baik peaan maupun pengeluaran
sesuai standar akuntansi perusahaan pada umumnya.

2. Melakukan pencatatan pengeluaran uang pada masismgnbuku dengan tertib dan
benar.

3. Melakukan pencatatan penerimaan uang pada masisiggniauku dengan tertib dan
benar.

4. Membuat surat tagihan kepada debitur, antara lama franchisee atas uang bumbu

dan bahan baku lainnya serta royalty-fee.



Menyimpan semua bukti-bukti transaksi keuangan bp#nerimaan maupun
pengeluaran dengan sistem filling yang benar dait te

Melaksanakan kegiatan panata-usahaan pemungutapedgetoran serta pelaporan
pajak dengan tertib dan benar sesuai dengan kategéung berlaku.

Menyiapan bahan-bahan dan sekaligus menyusun ldpaitan keuangan perusahaan

secara berkala atau sewaktu-waktu bilamana dipanluk

b. Staf Administrasi Umum bertugas :

1.

Melaksanakan penata-usahaan surat masuk dzar kielngan baik dan teratur.

Mencatat semua surat masuk dalam buku agemdaeiayampaikan kepada masing

masing unit yang berkompeten sesuai dengarpahdistribusian.

Mencatat semua surat keluar dalam buku agesaiderahkan bagian ekspedisi

untuk dikirimkan kepada masing-masing alamat.

Menyiapkan kebutuhan alat perkantoran dengadndsami kelancaran tugas unit-unit
lain
Menyiapkan ruang perkantoran dalam kondisi yayaman, yakni bersih, teratur, rapi

dan sehat.

Menyelesaikan kebutuhan umum perusahaan, dataraurusan listrik, air, telepon,

internet, sampah, keamanan, perizinan dan laingsénz.



7. Melakukan pengadministrasi kepegawaian debgdn

8. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pela&sakegiatan administrasi umum

sedikit-dikitnya setahun sekali, atau sewaktu-wdditamana diperlukan.

4. Kepala Bagian Pengembangan Produk Dan Layanan:

a. Menyusun rencana pengembangan produk bakso, sanbubdan minuman.

b. Melakukan pengamatan terhadap perkembangan peritaksyarakat, fenomena/trend
yang tengah berlangsung, dan produk yang ditawgr&es pesaing.

c. Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana tersedat utir 2 di atas, kemudian
mengembangkan produk bakso, bumbu, saos dan minomektui uji-coba produksi dan
uji-pasar dengan memperkenalkan varian baru terskelsalah satu gerai.

d. Menyusun panduan tentang bagaimana memilih/mendagli menyimpan bahan baku,
serta tata-cara memasak produk bakso beserta ngaigan minuman.

e. Menyusun panduan tentang bagaimana menyimpan ptogkgo beserta variannya, serta
tata-cara penyajian dan pelayanannya dalam suatuPanduan Umum Tata Kelola.

f. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan ma&mndan pelayanan kepada para
calon juru-masak dan pramusaji.

g. Mengikuti pelatihan/seminavbrkshoptentang kuliner

h. Melakukan pengawasan mutu saos, bumbu dan bahgadanyang akan digunakan pada
gerai di Malang atau yang akan dikirimkan ke geexai di luar kota Malang.

i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaaatkagpengembangan usaha kepada
Direktur sedikit-dikitnya setahun sekali atau setuakaktu apabila dipandang perlu.

Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Layananufidukeh :



a. Staf Produk Makanan dan Minuman bertugas:

1.

Menyiapkan bahan dan sekaligus menyusun desftana pengembangan produk

makanan dan minuman.

Membantu menyiapkan bahan dalam uji-coba makdaa minuman

Melakukan pencatatan resep makanan dan minuamésr,a lain meliputi pencatatan

kebutuhan bahan dan tata cara mengolahnya.

Membantu melakukan pengamatan terhadap perkeyab&ondisi pasar

Menyiapkan bahan dan sekaligus menyusun daitrden panduan memasak dan

penyimpanan bahan serta produk jadi.

Menyiapkan dan membantu pelaksanaan kegiatatinagn dan bimbingan memasak

Membantu melakukan pengawasan mutu makanamutman

Menyiapkan bahan dan sekaligus menyusun degibran pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan pengembangan produk.

b. Staf Pengembangan Pelayanan bertugas:

1.

2.

Menyiapkan bahan dan sekaligus menyusun deaitana tahunan pengembangan

pelayanan

Membantu merumuskan model pelayanan yang kebkh



3. Membantu melakukan pengamatan bagaimana pegkgyab model pelayanan pada

usaha restoran

4. Membantu memberikan pelatihan dan bimbingaayaelan kepada para karyawan

atau para pegawai cabang lain yang sedang magang.

5. Menyiapkan data dan sekaligus menyusun drgibréam pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan.
B. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Antara Franchisor Dengan Franchisee dalam
Praktek di P.T. Kota Jaya Malang
1. Unsur-unsur Perjanjian Waralaba
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BR@)pat dicatat bahwa di Indonesia terdapat
kurang lebih 40 juta pengusaha, dimana 90% merupp&agusaha kecil. Dalam kenyataannya,
kelompok usaha kecil ini merupakan salah satu peEonomi yang terbukti dapat survive
bahkan tidak sedikit justru semakin berkembangedgéh krisis multidemensial sejak tahun
1998. Dengan skala usaha dan permodalan yang keskla secara alami pengusaha kecil ini
lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan mpad&samping itu, pada umumnya jenis
kegiatan para pengusaha kecil adalah berhubunggauag dengan kebutuhan masyarakat yang
tetap harus hidup, terutama kegiatan usaha dalagof@han makanan dan minuman.
Khususnya usaha restoran, dapat dilihat bahwaskkgiatan usaha ini tumbuh pesat
dari waktu ke waktu. Pada umumnya, para pengusabd ¥ang berhasil mengembangkan
bisnisnya mulai mengembangkan sayapnya menjadkdarsiasional bahkan internasional.

Salah satunya yaitu dengan pengembangan kegiatdra wengan sistem waralaba. Cara ini

% p.T. Kota JayaProspektif Dan Menguntungkan Sebagai franchiseeké®akota Cak Manwww.bakso-
cakman.com(online), 21 Mei 2011.



merupakan kegiatan usaha yang terbaik guna mewafudkaha dengan skala besar karena

keuntungan dari bisnis waralaba ini adalah:

a. Memperkecil resiko kegagalan usaha mengingat prathrk namanya yang telah dikenal
masyarakat luas;

b. Dukungan manajemen produksi, pelayanan, dan pearagang telah teruji;

c. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya untuk progdsanderrors,

d. Jangka waktu pengembalian modal yang relatif pendek

e. Hasil investasi yang menarik, khususnya waralatoras.

Waralaba merupakan suatu bentuk format bisnis dainpahak yang disebutanchisor
memberikan hak kepada pihak kedua yang disiebothiseauntuk mendistribusikan barang dan
atau jasa kepada konsumen. Disini pilficdnchisor melakukan kesepakatan bersama dengan
franchiseeyang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang bidisebut dengan perjanjian
waralaba. Waralabdrénchisg adalah pemberian hak oléfanchisor kepadafranchiseeuntuk
menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenas ldndang perdagangan/jasa berupa jenis
produk dan bentuk diusahakan termasuk identitasispgpan (logo, merek, dan desain
perusahaan, penggunaan rencana pemasaran sertaripentiantuan yang luas, waktu/saat/jam
operasional, pakaian dan penampilan karyawan) ggaitkkekhasan usaha atau ciri pengenal
bisnis dagang/jasa milikanchiseesama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagaagnijds
dagangranchisor”.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam bab Il ngn@sur-unsur perjanjian waralaba,

yang menyebutkan bahwa unsur-unsur perjanjian alaaahemuat 4 hal,yaif:

" Gunawan WidjayaSeri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralat®ajawali Press, Jakarta, 2001, hal 4
8 Munir Fuady,Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan HukunmiBjsBandung, Citra Aditya Bakti, 1997,
hal 45.



1. Adanya suatu perjanjian yang disepakati;

2. Adanya pemberian hak dari pemberi waralaba kepadarpna waralaba untuk memproduksi
atau memasarkan produk dan atau jasa;

3. Pemberian hak tersebut terbatas pada waktu daratéertentu;

4. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari peaemaralaba kepada pemberi
waralaba;

Dari unsur-unsur yang telah disebutkan diatas,nidgdalaksanaan perjanjian waralaba di
P.T. Kota Jaya telah memenuhi semua unsur terséaiitt adanya kata sepakat yang dilakukan
oleh pemilik Bakso Kota Cak Man dengan investorepema waralaba, selain itu perjanjian
waralaba P.T. Kota Jaya juga memuat mengenai p&anbleak dari pemberi waralaba kepada
penerima waralaba dengan kewajiban bahwa peneramaata harus membayar sejumlah uang
yang telah ditentukan dalam perjanjian waralabsetart. Di dalam pejanjian P.T Kota Jaya juga
memuat mengenai jangka waktu perjanjian yaitu Surtadan dapat diperpanjang dengan
perjanjian baru yang akan diatur kemudian oleh mmvaralaba. Dari penjelasan tersebut
dapat diketahui bahwa perjanjian waralaba yangalilmeh P.T. Kota Jaya Malang dengan
penerima waralaba telah memenuhi semua unsur-al@superjanjian waralaba dan perjanjian
waralaba P.T. Kota Jaya Malang ini juga sudah meérlaasula yang telah ditentukan dalam
pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20@@ng Waralaba, yaitu memuat paling

sedikit klausul :

a. data identitas pemberi waralaba;

b. legalitas usaha pemberi waralaba;

c. sejarah kegiatan usahanya;

d. struktur organisasi pemberi waralaba;

e. laporan keuangan 2 ( dua ) tahun terakhir

f. jumlah tempat usaha



g. daftar penerima waralaba
h. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penesxianalaba.

2. Perjanjian Waralaba P.T. Kota Jaya Malang

PASAL 1

KETERANGAN PIHAK

Pihak kesatu, sebagai pewaralafvanchisor, dengan ini memberikan izin kepada pihak
kedua, sebagai terwaralabfiafichise@, untuk membuat dan menjual bakso beserta
variannya dibawah merek dagang “BAKSO KOTA CAK MANEngan format bisnis dan

manajemen sebagaimana yang dilaksanakan oleh fpdisaku.

PASAL 2

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini diadakan untuk jangka wa&k{lima tahun); dengan penegasan

bahwa:

1. Perjanjian ini bisa diperpanjang dalam suatu bdepgrjanjian baru yang akan diatur
kemudian; dan

2. Pihak kedua berhak untuk mengundurkan diri dajakama ini, asal saja untuk tidak
memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis #@paihak kesatu 3 (tiga) bulan

sebelumnya.

PASAL 3



KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

. Memberikan segala informasi tentang penjualan balkserta variannya dengan cara
memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pihaku&doeserta 2 (dua) orang
tenaga yang ditunjuk oleh pihak kedua sebagai pamiakso dan variannya dalam
kegiatan produksi bakso dan variannya yang disgkmadtan di Kantor Pusat
“BAKSO KOTA CAK MAN” Malang.

. Memberikan bimbingan dan konseling kepada pihaku&eténtang segala sesuatu
yang menyangkut persiapan pembukaan outlet.

. Menyediakan dan memberikan Buku Pedoman Umum Talkala&dan Buku Pedoman
Umum Promosi serta petunjuk lainnya sebagai acudand pelaksanaan kegiatan
penjualan.

. Menyediakan dan menjamin pasokan bumbu, kuah das Gauc@ serta bumbu
lainnya atas beban biaya pihak kedua.

. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis produlsisb beserta variannya
kepada pihak kedua dalam rangka menjaga mutu dzddanbakso beserta variannya
pada saat tertentu apabila dipandang perlu.

. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kegigamosi penjualan kepada
pihak kedua pada saat tertu apabila dipandang mdam rangka meningkatkan
volume penjualan.

. Merencanakan dan melakukan kegiatan promosi sewsi®nal pada saat tertentu
apabila dipandang perlu.

. Melakukan kunjungan secara berkala maksimal 3)(tigdan sekali ketempat usaha

pihak kedua untuk mengetahui kendala-kendala y&igndi oleh pihak kedua dalam



melaksanakan usaha kerja-sama tersebut dan memarbesiaran-saran untuk

mendapatkan jalan keluarnya.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membayar biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima pulizhrupiah);
terdiri atas:
a. Franchise feesebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
b. Biaya akomodasi dan pelatihan, untuk:
0 1 (satu) juru masak utama; dan

o 1 (satu) juru masak pembantu;

sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Untuk pembayaran biaya tersebut dari pihak kedymad@ pihak kesatu, pihak
kedua menerangkan akan dilakukan pada paling lamséstiai dengan yang

disetujui bersama;

Untuk pernerimaan mana akan dibuat kuitansi teigesidh pihak kesatu.

Bilamana pada tanggal yang telah ditentukan teanyaibak kedua tiadak
melaksanakan kewajiban membayar biayanya, makarper ini batak dengan

sendirinya tanpa perlu keputusan hakim lagi.

2. Membayar lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dughguta rupiah) sebagai jaminan

atas permintaan/pembelian bumbu dan lain-lain yeladp dilakukan pihak kedua.



Uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepadapiedua selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah diakhiri/berakhirnya perjanjiai.

Pengembalian uang jaminan dari pihak kesatu kep#uzk kedua tersebut tanpa
bunga dan telah diperhitungkan dengan segala Keavapihak kedua kepada pihak
kesatu.

. MembayarRoyalty Feekepada pihak kesatu sebesar 5% (lima persen) lparbrang
diperhitungkan dari penghasilan kotor atasa peajuaemua produk bakso dan
variannya, minuman dan jenis makanan lainnya, tigaknasuk rokok, yang dijual
langsung oleh pihak kedua atau berdasarkan pes@m®dinery ordej dan wajib
dibayarkan paling lambat 9 (sembilan) bulan beniat dari bulan penjualan
berkenaan.

PembayaramRoyalty Feetersebut diatas langsung dikirimkan dengan mesiteakan
kedalam nomor rekening pihak kesatu yang akan ithbeikkan kepada pihak kedua
secara tertulis setelah penandatanganan akta joeemjam.

. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukiak pembuatan dan penjualan
bakso beserta variannya yang ditentukan oleh prhakajemen pihak kesatu atas
beban biaya dan resiko pihak kedua sendiri.

. Mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan graedilksi dalam negeri
sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standarbak$o beserta variannya yang
diproduksinya sebagaimna diatur dalam PeraturareRetah Nomor 42 Tahun 2007,

tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2007 (dua ribwiky



6. Menjaga kerahasiaan atau tata cara dan resep pembiakso beserta variannya,
manajemen, penjulan, pemasaran, dan tata keloengan yang merupakan hak milik
pihak kesatu dibawah merek dagang “BAKSO KOTA CAIKRNTI.

7. Tidak diperbolehkan merubah resep pembuatan bag&sert variannya antara lain
termasuk menambah bahan-bahan yang dikategorikandidtadikasikan atau patut
diduga sebagai makanan-minuman tidak halal daradidpoleh pemerintah.

8. Tidak diperkenankan mencari atau menanyakan reaapridcian kebetuhan bahan
baku membuat bakso beserta variannya kepada jusakmdaama maupun asistennya
dengan cara apapun dan dengan alasan apapun.

9. Tidak diperbolehkan menjual produk selain bakso efias variannya yang
dikategorikan dan diindikasikan atau patut didughagiai makanan-minuman yang
tidak halal dan dilarang oleh Pemerintah.

10.Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi gemjualan bakso beserta
variannya yang sejenis atau makanan apapun secaysuhg maupun tidak langsung
dapat menjadi pesaing semua produk dari merek datBAKSO KOTA CAK
MAN”.

11.Mengizinkan pihak kesatu dan/atau staff manajemersgwaktu-waktu tanpa perlu
pemberitahuan terlebih dahulu untuk masuk ketemgaha guna mengetahui apakah
semua prasyarat dan syarat dalam menjalankan peafiaguatan dan penjualan bakso
beserta variannya dengan mengggunakan merek dagaag kesatu telah dipenuhi

oleh pihak kedua.



12.Mengizinkan pihak kesatu menempatkan seorang tegagantuk membuat bakso
beserta variannya dan melakukan pengawasan terhadpgtan penjualan, dengan
gaji yang harus ditanggung dan dibayarkan olehkpiieaua.

13.Menyediakan tenaga kerja sedikit-dikitnya 3 (tigegng untuk dilatih sebagai tenaga
bantu bagi juru masak utama dan asisten juru masak.
Pelatiahan dimaksud diselenggarakan di KantoortPB#KSO KOTA CAK MAN”
di malang.
Biaya transportasi pergi-pulang para tenaga kergebut sepenuhnya ditanggung oleh
pihak kedua, sedangkan biaya makan dan penginapaseigma di malang menjadi
tanggung jawab puhak kesatu.

14.Tidak diperbolehkan menjual bakso besrta variarkg@ada bukan konsumen akhir
(end usery dengan kata lain pihak kedua tidak diperbolehkemjual bakso besrta
variannya kepada perorangan atau badan usaha gtamjugnya untuk dijual kembali
kepada konsumen akher{d users

15.Menjual bakso beserta variannya sebagaimana dirnpksal 1 perjanjian ini dengan
harga per unit yang ditetapkan oleh pihak kesang ydiberitahukan secara tertulis
kepada pihak kedua.

16.Menjalankan semua instruksi baik secara lisan maupttulis dalam bentuk buku
panduan atau surat edaran yang berkaitan dengakspebhan penjualan bakso dan
variannya sebagaimana dimaksud pasal 1 perjamjian i

17.Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah penandahan akta perjanjian ini,
pihak kedua wajib melaporkan kegiatan usaha waadlalkepada instansi berwenang

dalam rangka memenuhi maksud Peraturan PemerirahbRk Indonesia Nomor 42



Tahun 2007 tersebut diatas dan Keputusan MentemdRstrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997, tamg8@ (tiga puluh) Juli 1997
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

18.Membuat lapotran bulanan terhadap pelaksanaan t&agigenjualan berdasarkan
perjanjian ini secara tertulis dengan tata canan& dan materi yang ditentukan oleh
pihak kesatu.

19.Bersedia menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dasukan dalam rangka
mengembangkan usaha waralaba dan penjualan baksertébevariannya demi
kepentingan bersama.

20.Tidak memindahkan tempat usaha sebagaimana tersatfatpasal 1 diatas ke tempat
lain tanpa persetujuan secara tertulis dari pitestdau.

21.Apabila pemberian hak waralaba ini berakhir, pikeklua selakdranchiseeharus
mengembalikan semua data dan buku panduan maupumea lainnya serta segala
atribut yang berhubungan dengan kegiatan produési genjualan bakso beserta
variannya dan merek dagang “BAKSO KOTA CAK MAN” kaga pihak kesatu.

22.Bilamana pemberian hak waralaba ini berakhir, pkedtua tidak diperbolehkan sama
sekali menggunakan secara langsung maupun tidagsdag semua sistem,
manajemen, data, informasi, buku panduan maupumndek lainnya serta segala
atribut yang berhubungan dengan kegiatan produési penjualan bakso beserta
variannya yang dimiliki oleh/dibawah merek dagaBAKSO KOTA CAK MAN".

23.Apabila pemberian hak waralaba ini berakhir, pitkaklua tidak boleh melakukan

kegiatan yang sejenis, serupa atau apa saja yaagr@nimbulkan persaingan secara



langsung maupun tidak langsung terhadap penjua&sobdan variannya dibawah
merek dagang “BAKSO KOTA CAK MAN” yang dapat merkign pihak kesatu.

24.Menyediakan tempat tinggal dan makan sehari-hangymyak bagi juru masak
sevagai mana tersebut pada ayat 1 pasal ini.

25.Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang bedakelah diperhitungkan
dengan biaya sebagaimana tersebut pada ayat d4rmpasa

26.Memberikan kesempatan libur kepada juru masak utiamaasisten juru masak pada
hari-hari libur Nasional dan hari besar keagamaangyresmi ditetapkan oleh
Pemerintah.
Apabila pada hari-hari libur tersebut ternyata pikadua ingin tetap berjualan, maka
hal ini dapat dirundingkan terlebih dahulu dengamappegawainya apakah mereka
bersedia untuk bekerja.

27.Memberikan kesempatan cuti atau tidak bekerja selanfsatu) hari dalam 1 (satu)
bulan atau maksimal 12 (dua belas) hari dalamti)$ahun kepada juru masak untuk
kepentingan yang benar-benar mendesak yakni melaksa pernikahan, dalam
kondisi sakit yang tidak memungkinkan bekerja bsadean surat rekomendasi
dokter, bilaman orang tua atau saudara kandungngegali dunia atau alasan lain yang
dianggap wajar dan bisa diterima oleh pihak kedua.

PASAL 5
SANKSI
Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibanmyambayar Royalty Fee

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayatatasdimaka untuk tiap hari



kelambatan pembayaran tersebut pihak kedua dikardd@da oleh pihak kesatu sebesar
2% (dua per mil) perhari, yang dihitung dari jumigng harus dibayar;
Denda mana dapat ditagih dan harus dibayar seldikaekaligus lunas .
Dan apabila keterlambatan pembayaran tersebut nedaitapai waktu 14 (empat belas)
hari, ternyata pihak kedua belum melaksanakan kearaya, maka selain pihak kedua
dikenakan denda sebagaimana disebutkan diatagnjpen kerjasama ini batal dengan
sendirinya tanpa perlu keputusan hakim lagi, damalpikedua tidak berhak lagi
menggunakan atau memakai merek dagang “BAKSO KOTAK GVMAN” dalam
menjalankan usaha pembuatan dan penjualan baks@dannya.
Dalam pemutusan perjanjian ini, pihak kedua tetagkdwajiban melunadRoyalty Fee
kepada pihak kesatu yang belum terbayar, karenapakan hutang pihak kedua kepada
pihak kesatu
PASAL 6
RESIKO
1. Segala resiko finansial maupun non finansial yantpul dari kegiatan penjualan
bakso dan variannya di outlet sebagaimana tergetnlat pasal 1 perjanjian kerjasama
ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dbarbgihak kedua.
2. Pihak kesatu tidak bertanggung jawab terhadap aed#bat dari perikatan perjanjian
baik secara langsung maupun tidak langsung berkd#agan kegiatan operasional
penjualan bakso beserta variannya di outlet seivegen tersebut pada pasal 1

perjanjian kerjasama ini yang dibuat oleh pihakueedengan pihak ketiga

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



Apabila perjanjian kerjasama ini harus dihentikabetum berakhir jangka waktunya,

maka penghentian itu akan dilakukan bersama aptaeapihak.

Bilamana perjanjian kerjasama ini tidak diperpagjatau pejanjian kerjasama ini telah
berakhir pada tanggal, bulan, dan tahun, sebagairdeebutkan pada pasal 2 diatas,
maka pihak kedua tidak berhak lagi menggunakan kreagang “BAKSO KOTA CAK

MAN"

PASAL 8

FORJE MAJEUR

Dalam kondisi Forje Majeur seperti terjadi bencana alam, huru-hara, kebarakan
peperangan, perampokan atau kejadian lain dildardsaan manusia sehingga salah satu
atau kedua belah pihak yang bersepakat tidak sanggemenuhi masing-masing

kewajibannya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasgahjian ini, maka:

a. Peristiwa tersebut harus dibuktikan oleh Surat Yaan Pejabat Pemerintah yang

berwenang.

b. Jalan keluar yang ditempuh adalah berdasarkan rasgyawarah, kebersamaan,

kewajaran, dan tidak menguntungkan atau merugi&eara sepihak.

PASAL 9

Selain apa yang ditur dalam pasal 5 perjanjian pitiak kesatu berhak memutuskan
hubungan kerjasama ini tanpa keputusan hakim, l@padhak kedua tidak dapat
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksut dalaal gatersebut diatas, setelah

dilakukan peringatan secara tertulis oleh pihalakesekurang-kurangnya 2 (dua) kali.



PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum atau masih kurang lengk#édud dan dicantumkan dalam
perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan bersamg&ra para pihak dengan jalan

musyawarah dan kepentingan bersama.

PASAL 11

PENGALIHAN HAK FRANCHISE

Perjanjian ini bukan saja berlaku terhadap kedakpitetapi juga terhadap penerima hak

dari pihak kesatu dan para ahli waris dari pihauiee

PASAL 12

PENUTUP

Pada akhirny mengenai perjanjian ini segala akiylzatpara pihak menyatakan memilih

tempat kedudukan yang tetap di Kantor KepaniteReargadilan Negeri di Malang.

Dari hak dan kewajiban yang telah diatur dan ddak&an secara seimbang oleh para
pihak inilah, kemungkinan akan timbulnya suatu kkrdtau sengketa dari kedua belah pihak

dapat berkurang dan mungkin juga tidak terjadi sa®kali dalam pelaksanaan perjanjian



waralaba tersebut. Sehingga masing-masing pihalatdayemperoleh keuntungan dari hasil

kerja-sama yang telah mereka sepakati bersama.

3. Sengketa yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian \talaba P.T. Kota Jaya

Malang

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinajadiemwanprestasi di dalam
pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi téw@gdita salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang tertera di dalam pe&janyvaralaba. Jika karena adanya
wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan,anmkak yang dirugikan tersebut dapat

menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikafti gagi kepadanya.

Wanprestasi yang sering terjadi di P.T. Kota JayalaWMg yang dilakukan oleh pihak

penerima waralaba, yaitu:
a. Terlambat membayaoyalty fee

b. Membayarroyalty feetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikariu 5% dari

penghasilan kotor atas penjualan produk bakso daannya;
c. Tidak dibayarnyaoyalty fee

Diterangkan dalam pasal 5 Perjanjian Waralaba ankif. Kota Jaya Malang dengan

Franchisee yang menyebutkan:

“Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannypembayarRoyalty Fee
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayatatasdimaka untuk tiap hari
kelambatan pembayaran tersebut pihak kedua dikerdd@da oleh pihak kesatu sebesar
2% (dua per mil) perhari, yang dihitung dari jumiamng harus dibayar;

Denda mana dapat ditagih dan harus dibayar seladikaekaligus lunas .

Dan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tedsitapai waktu 14 (empat belas)
hari, ternyata pihak kedua belum melaksanakan klearajya, maka selain pihak kedua



dikenakan denda sebagaimana disebutkan diatagnpen kerjasama ini batal dengan
sendirinya tanpa perlu keputusan hakim lagi, damalpikedua tidak berhak lagi
menggunakan atau memakai merek dagang “BAKSO KOTAK GVMAN” dalam
menjalankan usaha pembuatan dan penjualan baks@dannya.

Dalam pemutusan perjanjian ini, pihak kedua tetaqixdwajiban melunasi Royalty Fee
kepada pihak kesatu yang belum terbayar, karenapakan hutang pihak kedua kepada
pihak kesatu”

d. Memindahkan tempat usaha yang seharusnya telalpa#tes® di perjanjian letak lokasi
pertama kegiatan usaha tersebut dikelola keterapatdnpa persetujuan secara tertulis dari

pemberi waralaba.

Dalam Pasal 4 ayat 20 Perjanjian Waralaba antdraki®ta Jaya Malang dengdm@nchisee

yang menyebutkan:

“Tidak memindahkan tempat usaha sebagaimana térpatla pasal 1 diatas ke tempat

lain tanpa persetujuan secara tertulis dari pitesgatu”

e. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketenyamg diatur dalam system waralaba
yang dapat merusak nama merek pemberi lisensi atmalang mengakibatkan pembatalan
perjanjian sehingga sejak pengakhiran perjanjiesebrit, seharusnya tidak boleh membuka
kegiatan usaha yang sejenis, serupa atau apaasgjadapat menimbulkan persaingan usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung sdtsialdi pengakhiran perjanjian waralaba.

Dalam Pasal 4 ayat 23 Perjanjian Waralaba antdraki®ta Jaya Malang dengdm@anchisee

yang menyebutkan:

“Apabila pemberian hak waralaba ini berakhir, piheddua tidak boleh melakukan
kegiatan yang sejenis, serupa atau apa saja yaagnienimbulkan persaingan secara
langsung maupun tidak langsung terhadap penjuaksobdan variannya dibawah merek
dagang “BAKSO KOTA CAK MAN” yang dapat merugikarhpk kesatu”.



Dari setiap wanprestasi yang dilakukan oleh peremaralaba dapat menimbulkan suatu
sengketa dengan pemberi waralaba yaitu P.T. Kota Balang. Dari adanya sengketa antara
para pihak inilah dibutuhkan suatu penyelesaiamada penyelesaian ini dapat memberikan
jaminan berupa ganti rugi bagi pemberi waralaba atanprestasi yang telah dilakukan oleh
penerima waralaba. Sehingga dengan adanya pengelésesebut diharapkan dapat mengakhiri
sengeta yang terjadi antara pihak pemberi waralehgan pihak penerima waralaba Bakso Kota

Cak Man.

Tabel Il

Kelalaian dan/atau Pelanggaran yang Dilakukan olelfrranchiseedi P.T. Kota Jaya
Malang antara Tahun 2010-2011

Jenis

Pelanggaran | MLG SBY | Sidoarjo | Jombang | N | Persentase

Keterlambatan

Royalty Fee. 2 1 - 2 5 62,5%

Memindahkan

tempat usaha - - 1 - 1 12,5%
Melakukan
hal-hal yang
tidak sesuai

! 1 1 - - 2 25%
yang diatur

dalam sistem

waralaba.




Total Kelalaian dan/atau Pelanggaran ‘ 8 100%

Sumber: Data Primer, Staff Keuangan, diolah, 2011.

Dari tabel diatas, dapat diketahui kelalaian dawo/gelanggaran yang dilakukan oleh
franchiseeantara tahun 2010 hingga 2011. Di kota Malangaigat 2 (duafranchiseeyang
melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pendras@yalty fee hingga tidak dibayarnya
royalty feetersebut setiap bulannya Keanchisor Keterlambatan hingga tidak dibayarnya
royalty feeini juga terjadi di kota Surabaya 1 (sat@nchiseeserta di kota Jombang sebanyak 2
(dua) franchisee Wanprestasi lain yang dilakukan ol&anchiseeyaitu memindahkan tempat
usaha yang dari awal telah mendapatkan izin sesumggan perjanjian waralaba di kota Sidoarjo
namun dilanggar olehranchisee dan memindahkan tempat usahanya kekota lain tanpa
persetujuan pihak penerima waralatbear(chisol). Wanprestasi ini dilakukan oleh 1 (satu)
franchiseeyang berkedudukan di kota Sidoarjo. Serta Wangsestrakhir yang dilakukan oleh
franchiseeyaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengderkuan yang diatur dalam sistem
waralaba yang dapat merusak nama merek pembersilisaralabaftanchisol), hal- hal yang
tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam sistenalal@a berupa ketentuan yang disebutkan

dalam pasal 4 ayat 9 Perjanjian Waralaba P.T. Baya Malang:

“Tidak diperbolehkan menjual produk selain bakssdo& variannya yang dikategorikan
dan diindikasikan atau patut diduga sebagai makamanman yang tidak halal dan
dilarang oleh Pemerintah”.
Selain itu juga melakukan pelayanan yang tidakaesengan standar operasional dalam sistem
waralaba di P.T. Kota Jaya Malang. Wanprestaspéernah terjadi di kota Malang 1 (satu)

franchiseedan dikota Surabaya 1 (saftgnchisee



Jadi dari tahun 2010 hingga 2011 wanprestasi lketéatan hingga tidak dibayarnya
royalty feeada sebanyak 62,5% (enam puluh dua koma limargems@nprestasi pemindahan
tempat usaha tanpa izin dari pihak pertafmanthisol) ada sebanyak 12,5% (dua belas koma
lima persen), dan wanprestasi mengenai hal-hal yidag sesuai ketentuan yang diatur dalam

sistem waralaba ada sebanyak 25% (dua puluh limszpe

C. Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Oleh Franchisor Terhadap Franchisee

Yang Wanprestasi

P.T. Kota Jaya merupakan perusahaan yang bergéaamy makanan. Makanan yang
dijual di P.T. Kota Jaya merupakan makan yang dapaisung disajikan. Dengan nama dagang
Bakso Kota Cak Man, perusahaan ini sangat dimiokth semua kalangan karena bakso
merupakan makanan yang murah meriah. Selain guraga yang diberikan oleh pemilik Bakso

Kota Cak Man sangat cocok dengan lidah masyarakiankesia.

Sejak berdiri hingga saat ini P.T. Kota Jaya telempunyai 68 penerima waralaba yang
tersebar diseluruh negara Indonesia. Jenis waralabg dikembangkan oleh P.T. Kota Jaya
adalah jenis waralaba format bisnis yaitu suatusjemaralaba dimana penerima waralaba
memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual prathik pelayanan dalam suatu wilayah
atau lokasi yang spesifik dengan menggunakan stasgrasional dan pemasatanDalam
sistem waralaba ini, penerima waralaba harus mengdan Kkiat-kiat penting dalam
menjalankan kegiatan usaha waralaba karena keldarhdan berkembangnya usaha waralaba
ini tergantung dari bagaimana penerima waralaba poamengelola usaha tersebut dengan baik

dan benar sehingga tidak hanya menjalankan usalelalva sesuai dengan perintah pemberi

%9 Juanijir SumardiAspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan TraiwsradsP.T. Citra Aditya, Bandung,
1995, hal.22



waralaba tetapi pihak penerima waralaba dapat naehjan usaha waralaba itu dengan inovasi
dan hal-hal yang baru yang lebih kreatif. Jadi &egi waralaba ini dapat memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak yéi&inchisordanfranchisee Dalam
menjalankan kegiatan usaha waralaba tidak menumpukgkinan akan terjadinya suatu
masalah atau sengketa antara pemilik waralabak®ft. Jaya Malang dengan pihak penerima
waralaba. Pada P.T. Kota Jaya Malang sengketa gangg muncul adalah terlambatnya
pembayaramoyalty feehingga tidak dibayarnyayalty feesama sekali oleh penerima waralaba;
penerima waralaba juga memindahkan tempat usahg geharusnya telah disepakati di
perjanjian letak lokasi pertama kegiatan usahabensdikelola ketempat lain tanpa persetujuan
secara tertulis dari pemberi waralaba; selain penerima waralaba melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalateansisvaralaba yang dapat merusak nama

merek pemberi lisensi waralaldaafichisoy).

Sebelum diambilnya keputusan dalam pengakhirajargem waralaba, P.T. Kota Jaya
Malang akan memberikan surat peringatan. Dimaret peringatan ini  merupakan
pemberitahuan kepada pihak penerima waralaba am@at dberitikad baik untuk memenuhi

kewajiban-kewajibannya kepada pihak pemberi waeifab
1. Mengirimkan Surat Peringatan | pada pihak PeneWaaalaba

Surat Peringatan yang diberikan oleh PT. Kota Jdaiylaerisi mengenai sengketa yang terjadi
antara pihak pemilik waralaba dengan pihak penernvagalaba.Surat peringatan ini juga
menjelaskan kembali mengenai kewajiban di@mchiseesesuai dengan perjanjian waralaba

yang telah disepakati bersama. Jika surat peringagasebut diabaikan atau tidak

% Hasil wawancara dengan Novi Ayu Siswanty, Staffiegan Di P.T. Kota Jaya Malang, tanggal 24 Meil201
Disini Novi Ayu Siswanty menjelaskan isi dari peijan waralaba Bakso Kota Cak Man mengenai upayakun
mengatasi wanprestasi yang dilakukan dtahchisee



mendapatkan tanggapan yang berarti bagi pihak pemewvaralaba maka pihak pemberi

waralaba akan melakukan upaya kedua dalam meldéaapanyelesaian sengketa tersebut.

2. Mengirimkan Surat Peringatan Il

Surat peringatan kedua ini menjelaskan akan kesalabtau kelalaian yang dilakukan oleh
penerima waralaba yang melanggar isi dari perjanjeng telah disepakati bersama. Selain
itu, pihak pemberi waralaba juga menjelaskan drdadarat peringatan tersebut bahwa pihak
penerima waralaba tidak ada itikad baik untuk mggapi atau merespon atas teguran yang
diberikan oleh pihak pemberi waralaba berupa speatngatan | yang telah dikirimkan
sebelum adanya surat peringatan Il ini. Dan jikeatsyeringatan kedua ini juga tidak

ditanggapi olefiranchiseemakafranchisorakan melakukan upaya ketiga.

Dari setiap perjanjian harus dilaksanakan deng&aditbaik, jika terlaksana dengan itikad
baik tentunya tidak akan terjadi kelalaian dan/gielanggaran yang dapat merugikan salah
satu pihak didalam perjanjian tersebut. Di pasddl@m Perjanjian Waralaba antara P.T. Kota

Jaya Malang dengdranchisee menyebutkan:

“Selain apa yang diatur dalam pasal 5 (tidak melaikan kewajiban pembayaran
Royalty feg perjanjian ini, pihak kesatu berhak memutuskabungan kerjasama ini
tanpa keputusan hakim, apabila pihak kedua tidgsatdanemenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksut dalam pasal 4 (Kewajiban pikdkia) tersebut diatas, setelah
dilakukan peringatan secara tertulis oleh pihalakesekurang-kurangnya 2 (dua) kali”.

3. Pihak Pemberi Waralaba mencabut hak waralaba etk fPenerima Waralaba

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang dibeola@npihak pemberi waralaba kepada
pihak penerima waralaba, maka menyebabkan pihaleripgam waralaba dalam keadaan
wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyatkden tersebut. Pernyataan lalai sangat

diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut hdsdagat besar baik bagi kepentingan pihak



pemberi waralaba maupun pihak penerima waralablanbgerjanjian telah ditentukan di dalam
isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban paibhak serta sanksi yang ditetapkan apabila
pihak penerima waralaba tidak menepati waktu atalakpanaan perjanjian. Pihak yang
wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar igamngi kepada pihak yang menderita

kerugian.

Namun pada kenyataannya, dalam kasus di P.T. Kata Malang, tuntutan berupa
pemenuhan perikatan serta ganti rugi yang diharapikiak pernah terlaksana sebagaimana
mestinya, hingga terjadinya pemutusan perjanjiamal@ba. Akibat wanprestasi ini sangat
merugikan pihak pemberi waralaba karena dari kelaldan/atau pelanggaran yang diperbuat
oleh franchiseeini mengakibatkan adanya pemutusan perjanjian lalza@a Dari pemutusan

perjanjian sebelum waktu berakhirnya ini mempum@bat hukum yaitu:

1. Berakhirnya perjanjian sehingga berhentilah sernak dan kewajiban masing-masing
pihak, dimana pihak yang dirugikan yaifeanchisor dapat menuntut haknya dimuka
pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan fskatchiseesehingga pihak yang merugikan
pihak lainnya ini mendapatkan sanksi yang seswa pérbuatannya. Hak untuk menuntut

penggantian kerugian yang diderita ofeinchisoryaitu berupa:

a. Pelunasan pembayareoyalty fee
b. Ganti rugi atas kelalaian dan/atau pelanggaran ydipgrbuat franchisee selama

menjalankan bisnis waralaba.

2. Dari berakhirnya perjanjian waralaba ini, masitla pihak penerima waralaba yang

melakukan kegiatan yang sejenis, serupa atau gpayaag bisa menjadi pesaing secara



langsung maupun tidak langsung terhadap penjua&sobbeserta variannya yang dimiliki
oleh/ dibawah merek dagang “BAKSO KOTA CAK MAN” yamerugikan pihak pemberi
waralaba.

3. Terhadap nama baik dari pihak pemberi waralahiéu yBakso Kota Cak Man, karena
reputasi yang dari awal dibentuk oleh pemberi vednr@l sangat mempengaruhi kegiatan
usahanya dikemudian hari yang sudah dikenal dinnakgtluas.

Jadi, adanya akibat hukum pemutusan perjanjian|a@aaolehfranchisor adalah karena

akibat-akibat yang timbul disebabkan adanya pedmugang dilanggar oldhanchisee

D. Upaya Yang Dilakukan Franchisor Untuk Memperoleh Ganti Rugi Akibat Pemutusan

Perjanjian Waralaba Terhadap FranchiseeYang Wanprestasi

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan mengéitmt shokum dari pemutusan
perjanjian waralaba olefranchisor terhadapfranchieeyamg wanprestasi. Dari akibat hukum
yang timbul itulah menyebabkan Bakso Kota Cak Marubaha untuk mengatasi kerugian yang
diperbuat olefranchiseedengan upaya untuk memperoleh ganti kerugiandetsaitu dengan

menggugafranchiseemelalui:

a. Jalur Non Litigasi

Akibat hukum pemutusan perjanjian waralaba draimchisor terhadapfranchiseeyamg
wanprestasi, pemberi waralaba menyelesaikan pelahasamya lebih berpegang pada sifat
kekeluargaan. Disinifranchisor lebih memberikan kesempatan kepaftanchisee untuk
menyelesaikan permasalahannya dan menunggu itikdd ghak penerima waralaba untuk
menjalankan kewajibannya tapi jika dalam penyessapermasalahan tersebut ternyata

franchiseetidak mampu untuk melaksanakannya makachisor selaku pemilik merek Bakso



Kota Cak Man akan melakukan penyelesaian permasalalengan jalur mediasi dimana
penyelesaian sengketa ini diselesaikan melaluiuaanpihak ketiga yang akan memberikan
nasihat dari permasalahan itu yang dilakukan dengdan musyawarah/mufakat atau
mempertemukan kedua belah pihak yaitu antara peakberi waralaba dengan pihak penerima
waralaba sehingga diperoleh penyelesaian dengandieahai. Dimana pihak pemberi waralaba
dapat memperoleh haknya berupa uang ganti rugi kekdaian dan/atau pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak penerima waralaba.

b. Jalur Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa melalu pengadilamgdki} adalah upaya penyelesaian
sengketa dimana para pihak berusaha menyelesagkaketa melalui proses pengadilan. Jika
dari upaya jalur non litigasi ini tidak berhasil ndgihak penerima waralaba masih tidak
melaksanakan kewajibannya dan tetap melakukan akafaldan/atau pelanggaran setelah
berakhirnya perjanjian, maka pihak pemberi waralghdu P.T. Kota Jaya Malang akan
mengambil keputusan dengan menyelesaikan permasatahdengan jalur litigasi. Dalam Pasal

12 Perjanjian Waralaba antara P.T. Kota Jaya Mall@ngarfranchisee menjelaskan mengenai:

“Pada akhirnya mengenai perjanjian ini segala aky@g para pihak menyatakan
memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Ké&pasman Pengadilan Negeri di

Malang”

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilaménupakan upaya terakhir yang dilakukan
oleh P.T. Kota Jaya Malang, jika jalur non litiggsing ditempuhnya tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat sehingga ke dua Ipéiak sepakat dan setuju untuk

menyelesaikannya dengan memilih domisili di PerigadNegeri. Dalam kontrak yang dibuat



oleh para pihak, telah ditentukan tempat penyedesaengketa, namun dalam kenyataannya
dimasyarakat dariranchisor sendiri selaku pemilik merek Bakso Kota Cak Mamapean
tersebut tidak berlaku karena penyelesaian derajannon litigasi sudah dapat menyelesaikan
sengketa antarfranchisor denganfranchisee Disini franchisor sudah mendapatkan haknya
berupa pelunasan pembayaragalty feemeskipunfranchiseeharus melunasinya dengan cara
mengangsur setiap bulan kepddachisor,selain itufranchiseguga telah mengganti kerugian
yang diderita olehfranchisor dari kelalaian dan/atau pelanggaran yang telakerdyat oleh
franchisee Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasdlah memberikan hasil yang
diharapkan oletiranchisor, sehingga tidak diperlukan lagi penyelesaian setagknelalui jalur
litigasi karena penyelesaian sengketa melalui pgitegamembutuhkan biaya yang tidak sedikit
dan memerlukan waktu yang panjang dalam penyelegaisehingga P.T. Kota Jaya Malang
sampai saat ini hanya menyelesaikan sengketa sgaymanon litigasi saj. Dengan demikian
dapatlah dikatakan bahwa hal-hal yang bersifat &whan prosedural tidaklah selamanya sesuai
dengan tuntutan perkembangan masyarakat terlelmy yeerhubungan dengan kegiatan -
kegiatan yang bersifat ekonomis. Jadi pada dasgrepgelesaian sengketa dengan jalur non
litigasi atau dengan musyawarah adalah cara pesajale yang lebih baik mengingat waralaba
merupakan usaha kerjasama antara para pihak yapgt daling menguntungkan,sudah
selayaknya dapat diselesaikan dengan baik jugangkdn penyelesaian dengan jalur litigasi
atau dengan melalui pengadilan dapat mempengaphiasi atau nama baik kedua belah pihak,

dalam untuk mendapatkan keputusan.

®1 Hasil wawancara dengan H. Abdul Rachman Tukimarekur P.T. Kota Jaya Malang, 21 Mei 2011.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian atau pembahasan terhadap kasliit@an sebagaimana dikemukakan
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimgelaagai berikut :
A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum pemutusan perjanjian waralaba dtahchisor terhadapfranchiseeyang
wanprestasi yaitu berupa hapusnya segala hak damjikan franchisee sehingga
timbulnya hak bagifranchisor untuk menuntut penggantian atas kerugian yang
dideritanya berupa pelunasesyalty feedan ganti rugi. Selain itu, dari berkahirnya hak
franchiseeini masih ada pihak penerima waralaba yang mas@haknkan kegiatan
sejenis, serupa dan masih menggunakan sistem Wardkri franchisor serta akibat
hukum pemutusan perjanjian waralaba ini mempengamama baik pihak pemberi
waralaba yaitu Bakso Kota Cak Man.

2. Upaya yang dilakukanfranchisor untuk memperoleh ganti rugi akibat pemutusan
perjanjian waralaba, dengan melalu jalur non Idiggaitu dengan musyawara/mufakat
untuk memperoleh kata damai dan melalui jalur nogaki ini berhasil dilakukan oleh
franchisor (P.T. Kota Jaya Malang) dalam memperoleh haknyesupae pelunasan
pembayaramroyalty feedan uang ganti rugi atas kelalaian dan/atau pgmg yang

dilakukan oleHranchisee

B. SARAN — SARAN

1. Untuk Pemerintah



Selaku pengawas dan pemantau jalannya pembuafanjj@er waralaba hendaknya lebih

ketat dalam mengoreksi dan mencermati isi darep@gn waralaba yang telah disepakati
bersama oleh para pihak tersebut guna tidak a@dé satu pihak yang dirugikan dari

kesepakatan perjanjian waralaba tersebut. Salamysatketentuan mengenai jaminan
ganti rugi dari setiap kelalaian dan/atau pelarggalalam perjanjian waralaba harusnya
diatur dalam pasal tersendiri agar lebih jelas, laghingga penyelesaian dan ganti rugi
yang diberikan dapat lebih maksimal. Sebagai codadam melakukan langkah-langkah

preventif seperti pembuatan kontrak yang mudahhadipa, meminimalkan celah-celah

hukum (oophole$ dari kontrak perjanjian yang bisa digunakan secsgpihak, dan

adanya mekanisme kontrol yang memadai.

. Untuk Para Pihak

Mengenai pelaksanaan perjanjian bisnis waralabakunenghindari terjadinya sengketa
antarafranchisor denganfranchisee disini franchisor harus melakukan seleksi ketat
terhadap parérancheseeyang benar-benar telah terkualifikasi dengan Igtdilak hanya
sekedar modal), tetapi juga dari penerima waraitabsendiri harus memiliki jiwa bisnis

yang baik dan memahami kiat-kiat suksesnya merkalabisnis waralaba tersebut.
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